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ABSTRAK

Namsa : Siti Soraya Devi Zaeni
Program Studi ¢ Magister Kenotariatan
Judul : “Akta Kelahiran Bagi Anak Kawin Simi Yang Dilakukan

Dengan Itikad Baik Berkaitan Dengan Pasal 2 Avat (1) UU
Nomor 1 Tahun 1974”

Mengingat begitn maraknya masyarakat I[ndonesia yang melangsungkan
perkawinan  sirri, baik masyarakat kalangan menengah kebawah, maupun
komunilas pesantren yang kuat secara religius serta mempertimbangkan akibat
yang sangat merugikan bagi perempuan dan khususnya anzk yang dilahirkan dari
kawin sirri tersebut, sedangkan bukt status hukum anak yang ditvangkan dalam
akta kelahiran yang berdasarkan sah tidaknya perkawinan orangtuanya,
sebagaimana dalam pasal 2 Undang - undang perkawinan Indonesia seolah
ambivalen, maka perlu dilakukan perelition depgan pendekatan deskriptif
kuaitiatif mengenal akta kelahiran bagi anak kawin siri yang dilakukan dengan
itikad bark. Akta Kelahwan meropakan bukti identitas diri seseorang mengenai
asal usul berdasarkan nasab alau hubungan darah. Menurut limu Biologi, tidak
akan lahir seorang anak fanpa peran laki - laki (bapak) yvang mengakibatkan
wanita (ibunya) mengandung hingga melahitkan anak. Namun dalam bukam
seorang anak dapat hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga
ibunya saja, atau bahkan {idak memiliki hubungan hukum dengan keduanya
{bapak dan ibunya). Ada atau tidek adanya hubungan hukum ini berdasarkan sah
atau tidaknya perkawinan dan pengakuan dari kedua orang fuznya. Perkawinan
adaiah perbualan hukum yang sangat penting untuk menentukan kedudukan
hukwm seseorang. Karena sah tideknya perkawinan mempakan dasar yang
menentukan slatus anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Hukum
porkawinan Indonesia tidak mengenal istilah kawin sirr, kawin simi yang
diterjemahken masyarakat Indonesia tidek sama dengan pemahaman kawin sirrn
dalam hukuin Islam. Menwrut Undeng - undang perkawinan ladonesia,
perkawinan sah apabila dilakukan menurut ketentuan masing — masing agama dan
kepercayaannya, Maka kawin sirri yang dilakukan dengan itikad baik dengan
memenohi seluruh ruken dan syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam
adalah sah. Dengan demikian, sistem hukum yang memberlakukan anak kawin
sirri yang dilakukan dengan itikad baik sama dengan anak luar kawin atau anak
fidak sub adalah kurang tepat. Kelahiran anzk tanpa kehadiran seorang bapak
adalah bukan kesalahan anak itu, maka tidak sepantasnya seorang anak dihukum
dengan tidak diperkenankan memiliki siatus hubungan dari bapaknya tersebut.
Oleh karena itu, seyogyanya putusannya lembaga Itsbat nikah Pengadilan Agama
sebagai solusi dari kawin sirri yang belum dicatatkan, harus dipatuhi oleh semua
instansy, baik oleh Kantor Urusan Agama selaku lembaga pencatat nikah, maupun
Kantor Catatan Sipil lembaga pencatat kelahiran,

Kata kunei :
Akta kelaghivan, Anak, Kawin sirei
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ABSTRACT

Name ! Siti Soraya Devi Zaeni
Course Program : Magister Kenotariatan
Title : “Birth Certificate For Child from Purely Religious

Marmiage {Kawin Sirri) Made In Good Faith Related
To Article 2 Paragraph (1) of the Law No, | Year
19747

Given so popular in Indonesia that perpetuate marriage under the hand,
both the community down middle, and boarding a strong community of religious
and consider the very harmful consequences for women and especially children
who are hom from marrying under the band, the proof of legal siatus while the
child is poured in the birth of teaching license based on a valid marriage or not
their parents, as in article 2 law - the [ndonesia marriage law seems ambivalent,
need to do the rosearch with qualitative descriptive approach of teaching license
on the birth of children marrying under the band made with good faith. Birth
Certificate serves as proof of a person’s identity concering origin based on
family or blood relation. According to Biclogy, no child will be born without the
role of a male {Tather) causing a fermale (his (her) mother) pregnant and delivers a
baby. However in legal perspective, a child may only have a legal relation with
his {her} mather and the family of his {her) mother, or even have no legel relation
with both of them (his (her) father and mother), Whether such legal relation exists
or not depends on validity of marriage between and acknowledgment from both
parents. Mamiage is a very important legal aci to determine 2 person’s legal
position, because validily or invalidity of a marriage serves as basis to determine
the status of child bomn from the marriage. Indonesian marriage law does not
recognize the term purely religious marriage (kawin sirn), the purely religious
marriage translated by the Indonesian community is not similar to the
understanding of purely religious marriage in the Islamic law. According to the
Indonesian marriage law, a marriage is legal i 3t is held in accordance with each
religion and belief. Therefore a purely religions marriage held in good faith by
complying with all pillars and requivements of a valid mariage in accordance
with the Islamic law ig lepal. Therefore, a lepal systemn which enforces a child
from a purely religious marriage conducted in good feith similar to a child outside
marriage or Blegal child is inappropriate. Birth of a child wathout the presence of 8
father is not the child’s misiake, therefore he {she} should not punished by not
allowing him (her) to have a status of relation with his {her) father. Therefore, the
institution should decide the Religious Hsbat marriage as the solution of marrying
under the hands that have not been recorded.

Keywords:
Birth Certificate, Child, Purely Religious Marriage
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BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akta kelahivan merupakan identitas diri seseorang, yang membedakan satu
orang dengan lsinnya. Dalam akta kelahiran memuat nama, tempat dan tanggal
kelahiran serta nsma orang tua yaifu ibu dan bapak ansk tersebut dengan
demikian akta memiliki arti dan kekustan yang membukiikan adanya hubungan
hukum antara ansk dengan orang twa. Secara logika, mustahil seorsng amek
dilehirkan oleh seorang ibu tanpa adanya peran scorang jaki ~ laki {bapak anak
tersebut) vang mengakibatkan Iahirnys anak ferscbut Namun dalam hukum,
kedudukan anak dapat terjadi hanys memiliki hubungan hekem dengan ibanya
saja, bahkan seorang anek dapat tidak memiliki hubungen hukum dengan ibu dan
bapaknya, Disntara faktor — fektor vang dapat mempengaruhi status hukwmn
seseorang, make perkawinan merupakan faktor yang paling berpengarub atas
kedudukan hukum orang yang terikat dalam perkawinan tersebut. Karena dari
perkawinan o tercipta seatu hubungan hukum antara suami Istd, kemudian jika
dalam perkawinan dilabirkan anak, maka tercipta hubungan hokum antara orang
tua dan anak, demikian pula hubungan dengan keluargs masing — masing suami
istri. Terciptanya hubungan hukum fersebut metbawa serta timbulays janggung
jawab satn terhadap lain schagaimana ditentulan dalam Undang - undang. '

Definisi  Perkawinan meourut Pasal | ayat 1 Undang undang
Nomor | tahun 1974 tertang Perkawingn (IIUP) adalah Ikatan lahir batin seorang
pria dengan scorang wanita sebagai suami istri dengan tjvan membentuk
kelvarga (rumah tanpga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuban Yang Maha
Esa. Pasal 2 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 menyatekan bahwa, perkawinan sah
apabila dilakuken berdaserkan masiag ~ masing sgams dan kepercayaannys itu.
Maka jika perkawinan yang dilangsungkan sah secarn agama, maka perkawinan
tersebut adalah sah.

* Wahyono Darmabrete, Hukum Perkawinan mermirut KUHPerdata, Depok, Fakultas
Hukum Universites Indonesia, 2008, hal 54
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Hukum perkawinan positif nesional, tidak mengenal istilah kawin simi,
Kawin sirri merapakan istilah perkawinan yang secara harfiah artinya perkawinan
vang di ‘rahasiakan’ tidak untuk dipublikasikan kepada masyarakat smum, hanya
untuk diketahui imfern kelvargs. Kawin sirri sesungsuhnya perkawisan yang
secars adat atau masyarskat sosiologis menafsirkannya sebagai perkswinan
menurut hukum agama yang dilakukan secara bawah tangan. Akhir — akhir ini
kawin siri marak terjadi di lingkungan masyarakat, behkan di kalangan pesantren
sebagal komunitas muslim religius taat, masih banyak terjadi pelesgsungan
perkawinan sccara sirri. Hal ini karcna sebagisn besar masyarakat tidak
mengetahui darnpak negatif atau akibat hukum kawin sirri veng sangat merugikan,
khususaya bagi pihak perempuan dan ansk yang dilahirkan dari hubungsa
perkawinan tersebnt.

Kawin sirri adalah perkawinan yang dilangsungkan fanpa pencatatan
perkawinan oleh Pepawai Pencatat Niksh (PPN). Mengingat tidak tercatatnya
perkawinan sirri, potensi penyalahgunsan terhudap pelangsungan perkawinan
tersebut, akan banyak terjadi dan berpengaruh kepada pihak istri dan hukum
keluarga. Bagi scorany istri kawia sirri, mengakibatkan status hukumnya, secara
yuridis ferampuiasi, Tidak ada status hukum atas hubungan ‘istri’ kawin simi
dengan ‘suami’ kawin sirri nyn, karenz perbuatan hukum (perkawinannys pun
dianggap tidak pernah ada), maka segala beban vang ditimbulkan oleh perkawinan
ittt menjadi beban yang harus dianggung sendin, termasuk stas keturunan yang
dilahirkannya. Status hukum dan kedudukan anak yeng dilahirkan pun hanys ikut
pads ibunyva dan kelvarga iimya. Dalam kaitannya dengan kawin sty yang
dilangsungkan dengan itiked baik, yaitu tanpa melenggar nukun dan syarat sahaya
perkawinan menurut hukum agama sebapaimana dalam ketetapan Pasal 2 ayat |
VU No. | Tshun 1974, babwa perkawinan sah apabila dilaknkan menurut hukum
masing — masing agama dan kepercayssanya, maka sepaajang perkawinan sirri
yang dimaksud dalam tulisan ini memenubd syarst dan rukes sahnya perkawinan
seoura hukam agaroa, maka kedudukan hukum bagi ansk yang dilahirkan dari
perkawinan secara sirri perlu memperoleh perlindungan hukuo. Adspun cars
membuktikan status dan kedudukan sah atau tidak sahnya ansk adalah
berdasarkan pelangsungan perkawinan orang tuanya, apzkah telsh dilangsangkan

Universitas indonosia

Akta Kelahiran..., Siti Soraya Dewi Zaeni, FH Ul, 2009



secars seh ateu tidak, dan diwujudkan dongan disebutkannys skia perkawinan.
Pasal 2 ayat 2 UU No. | Talum 1974 , menyatakan bahwa : “Setiap perkawinan
dicatat menurst peraturman perundang — undanpgan yang berlako Dengan
demikisn, persoalannya adalah sejak kapsn perkawinan dianggep sah, apakah
setelah dilangsungkannya perkawinan menunit hukum agama dan kepercayaannys
itn, ataukah pada saat pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan
(PPN). Berdasarkan hal tersebut penulfs tertarik untuk melekukan penelitian
dengan judul * Akta Kelahiran Bagi Anak Kawin Sirri (Kawin Bawah Tangan)
Yang Dilakokan Dengan Itikad Baik Dalam Kaitannya Dengan Pasal 2 Ayat 1
DU No.1 Tahun 1974 “.

1.2 Pokok Permasalahan
Berdasarkan Istar belakang pennasalahen sebagaimana tersebut diatas,

penulis membatasi permasalahan pada dua pokok permasalaban :

& Bagsimana ketentuan pencatatan perkawinan yang merupakan syarat sahnys
perkawinan berkaitan dengan Pasal 2 ayat 1 UU No. | Tahun 19747

b, Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak kewin sired yang dilakukan
dengan itikad baik,  kaWtannya peperbitan akie kelahiran berdasarkan skte
perkawinan / pencatatan perkawinan 7

1.3 Tojuan Penelitian
Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka fujuan yang hendak
dicapai dalam penelitian ini :

a. Unituk mengetahui, mengkaji den menganalisis penerapan ketentuan tentang
status hukum kawin sii dalam sistem hukum perkawinan nasiomal, yang
dilangsungkan dengan itikad tidak baik.

b, Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalis permasalaban yang berkaitan
dengan ansk yang dilahirkan dari kewin siri serta memberi perlindungan
hukum, bagi anak kawin sirrd yang dilangsungkan dengan itiked tidak bsik.

1.4 Kegunaan Penelitian
Penelitian ini, diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut

Unfvarsitas indonesia
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a. Kegunaan Teoritis
Penelitian int diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap
kedudukan hukum ansk yang dilahirkan dari hasil perkawinan simi yang
dilakuksn dengan itikad baik, serta pengembangan teori tentang sah-nyas
perkawinan secara bukum agama dan hukumn nasional.

b Kegunsan Praktis
Penslitian ini diharapkan berguns bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas
muslim dan banysk menggunaken lembags kawin siwi serta mengsnggap
sebagai perbuatan hukum yang wajar, padshal bagi percmpuen, akibat kawin
shri tersebut dapat merampas kedudukan hukum sebagai isitri dan keturunan
yang dilehitkannys, beik secara vuridis saupun sosial. Penelitian ini
diharapkan dapat memberikan jalan keluar serta membdah khasanab
keilmuan dalam ranghka mengantisipasi conflicr of interest masyarakat muslim
Indonesia mengenai sshnya perkawinan menurod hukum agama dan hukan
perkawinan nasional.

1.5 Metode Penelitinn
Metode Penclitian meropakan unsor mutiak dalam suata kegiatan imiah,
Suatu periclitian dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan, demikian
pula dslam hubungannya depgen penclition mi. Adapun langkeh - langksh
penelitian yang dilakukas adalsh sebagai berilart ;
& Metode Pendekatan.
Penelitian ini wenggunakan metode pendekatan ywridis normatif, yaitu
penclitian dengan menggunakan data sekunder, yaitu bahan hukum primer
benipa hulasm positif dan bagaimana implementasinya dalam prakick.
b. Spesifikagi Penelitian.
Penelitian yang dilakukan dalam menyusun tesis ini bersifat deskeiptif analitis
yaitu memberikan gambaran meagenal hukum positdf yang menitik beratian
pada periindungan hukurn begi ansk yang dilabirkan dari kawin sirri dan
permasalehannya serta dianalisis dalam bentuk uraian,
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¢. 'Tahap Penelitian.
Penelitian Kepustakaan (Hbrary reaserch) Penelitian i dilakukan dalam
upeyn mencari data sekunder, yafto bahan - bahan hukum yang dikaitkan
dengan masalah ~ massish yang akan diteliti, terdiri dari
a}. Bahan hukurs primer aotara Jain ;
-  Undang — undang Dasar 1945,
.  Kitab Undang - undang Hukum Perdata.
iii. Undang - undang Nomor 1 tahun 1974,
iv. Peraturen Pemerintah Nomor 9 tabun 1975,
v. Undang -~ undang Nomor 12 tshun 2006
vi. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahon 1975,
vii. Kompilasi Hukum Islam, _
vili. Itsbat Nikah. T e
b). Bahan huokum sekunder antara Iain : tulisan — tulisan para ahli di bidang .
hukum, sosial dan keagamaan dalam bentuk karea itmiah, sepenti buku ~ 3
buku, artikel atap tulisan yang berhubungan dengan pokok permasalahsn; |
<), Bohan bukum ferster antara fain @ kamus hokem, kamus Bahasa Indonesia,
kamus bahasa Arab, kemws Ensiklopedia, Al-Quran dan terjemahannya. J

1.6 Sistematika Penunlisan
Tesis ini terdiri dari 3 (tiga) Bab, yang sistematika penulisannya sebagai
berikut
BAB 1 Pendahuluan yang mencakup hal ~ hal schagai berikut : Latar
belekang moasalab, Rumusan pokok permasalaban, Tujusa
penelitian, Metode penelitian, sistematika penuiisan.
Bap o Kawin Sirri dan anek kawin sind dalam perspekeif hukum

Islam dan hukum positif.

2.1 Tinjavan Umum Perkawinan, yaitu mengenai pengertian
perkawinan, fujuan perkawipan dan syarat sahnya
perkawinan dalam perspektif hukum Jslam den hukum
positif, serat mengenai pencatatan perkawinan

Univarsites tndonosla

Akta Kelahiran..., Siti Soraya Dewi Zaeni, FH Ul, 2009



BAB I

2.2 Kedudukan Kawin Sirri dan anak kawin sivei menurut
Hukum isiam dan Hukum positif,

2.3 Akita Kelahiran Bagt  Anak Kawin Sivrd, mengenal  tata
cars, prosedur memperoleh akta kelahiran bapi ansk
kawin sirri, dan dalara hal tidak ada akta kelahiran,

Bab ini merupakan Penutup yang memuat kesimpulan dari

seluruh pembahassn dalam tesis ini serta beberapa sara yang

dianggap perln untuk peskembangan hukum positif nasional,
baik sebegai hukum normatif maupun schagai pemenuh rasa
keadilan.
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BAB I
KAWIN SIRRI DAN ANAK KAWIN SIRRX
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISL.AM DAN HUKUM POSITIF

2.1 Tinjanan Umum Tentang Huakum Perkawinao
2,1.1. Peangertian dan Tejoan Perkawinan menaret Hekum Positif
Pengertian Perkawinan menurut Pasal | ayat (1} Undang ~ undang No. |
tshun 1974, tentang Perkawinan yaitu : “ Perkawinan adalah Tkatan Ixhir batin
seorang pria dengan seorang wanita scbagat seami istri dengan twjuen membentuk
keluarga {rumah tangga) vang bshagla dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha
Esa. “ Dari definisi tersebut perkawinan memiliki makna
a. Sebagal ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai
suami isii,
b. Ikatan lahir batin ite ditgjukan untok membentak keluarga (ramash tangga)
yang bahagia kekal dan s¢iahtera.
¢. Dasar ikatan Jahir batin dan tujuan bahagia vang kekal #tu berdasarkan pada
Tuhan Yang Meha Esa.
Artinya, Negara menetapkan Undang - undang Petkawinan  dengan
memperhatikan faktor keagamaan, kerohanian den dasar ke-Tuhanan.
Penielasan Pasal 1 ayat (1) UU.No.1 tzhun 1974 menyatakan bahwa -
“ Sebagai negara yong berdesurkan Paneasila, dimana sila yang pertamepa
iclah KeTuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai bubungan yang
sangat erat sekali dengan oyona kerohanian, sehingga perkawinan tidak hanya

mempurnal wnsur lahiy olou jasmers, fetapi wmsur batin wlou robhosd fuga

mempuryal perana yang penling, membentuk keluarga yang bahagia rapat
hubungmya dengan Eerurunom, yang pula merupakon fujwan perkawinan,
pemeliharaan dan pendidiken menjadi hak dears kewajiban orang tua, *

Dari defipisi tersebmt, jelas bahiws nilai falsafah perkawinan yang sangat
tinggi dalam nepsra yang sudah modern. Seaty “ikatan lahic’ adalab ikatan yang
dapat dilihat baik oleh kedua mempelai mavpun orang lain yang mengungkapkan
adanya suaty hubungas hukum antara laki — laki dan perempuan untuk hidup
bersama sebagai suami istri, dengan keta lain dapat disebut ‘hubungan formil”,
sebaliknya ‘ikatan batin’ merupakan hububgan yang tidak formil, yang dapat

?
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dilibat walau tidak nyata tetapi ikatan itu harus ada, karena tanpa adanya ikatan
batin, ikatan akan menjadi rapub.®

Berbeda dengan Fasal 26 Kitab Undang ~— undang Hukum Perdata (BW)
bahwa : © Undang — undang memandang perkawinen semata — mata hanye dari
hubungan perdatanys saja. “ dengan kate lain definist ini terlepas dari ussur
keagamaon, kerohanian, seolah — olah perkawinan tidak lebih dari semacam
persetujuan/perikatan yang diatur dalam Pasal 1338 Kitah Undang ~ undang
Hukum Perdata * Persetujuan perkawinan itu pada dasamya tidakish sama dengan
persetujuan-persetnjuan lainnya, misalnya @ perschujuan jual beli, sewa menyewa,
tukar menukar dan lain — lain, Menumt Mr. Wigjono Prodiodikoro perbedaan
antara perschujuan perkawinan dan persehujuan — persetujuan Isinnys adalah
dalam persetujuan biass para pihsk pads pokoknyas bebas menentukan sendiri isk
dari persetujuannyy jtu sesuks hatinya, asal isi persetujuan it tidak bertentangan
dengan kesusilean, undang -~ undang dan ketertiban nmum. Schbaliknys dalam
suaty peckawinan sudah semula ditentukan oleh hukum st dari persetujuan suami
istri itn,” Perbedean definisi tersebut menunjukkan bahwa perkawinan menurut
Undang ~ undang Nomor 1 tahun 1974 mempunysi tujuan ideal yang tinggi dan
mencakup pengertian — pengertian jasmmni dan rohant yang mampn membentak
kehidupan rumah tanppa yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang
Maha Esa. Berdassrkan definisi tersebut, maka @yjuan perkawinan adalah
membentuk keluarga bahagia yang kekal :
8 Svami istri saling membantu serta saling melenghkapi.
b. Masing-masing depat mengembangkan kepribadisnnya dan  wmtuk

pengembangan kepribadian ity suami isiri harus saling membanta,
<. Dan tujuan terakhir yang dilmrapkan oleh keluarga bangsa Indonesia ialah
keluarga yang sejehters spiritunl das materiil.

Dari tujuan perkawinan tersebut, terdapat azae equilibrium antars temporal dan
kerohanian. Dan ini memang sesuai dengan dasar falsafah Pencasila serts nilai
mumi kepribadian bangsa Indonesia, memenuhbi hikmah vang terkandung dalam

? Wantjik Saleh, Mukum Perkawinan Indonesia, GhuBia Indonesia, Jukarta, 1978, cet-S,
hal, 14+ 15,

? Soetaiyati, Hukum Perkowinan Islam dan Undary - undang Perkewinan { Undang —
wdorg Nomor 1 tuham 1974 tentang Perkawinary, Liberty , cot <2, 1986, hal. 10,
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pengertian rumah tangga Islam dalam arti sakingh, vaitu romah tangga bahagia
rukun dan sejahtera dunia akhirat.*

Bahkan secara rinci, dani rumusan mengenai pengeriian perkawinan
Undang — undang Perkawinan, Prof. Wahivono Darmabrata, menguraikan bahwa
unsur — unsur perkawinan adalah :

a. Unsur agama / kepercayaan,
Unsur agama dan kepercayaan berdasarkan pernyatsan bshwa perkawinan
berdasarkan Tuban Yang Maha Esa, dengan demikian bahwa wnsur agama dan
kepercayasn harus menjiwai perkawinan sebagimana dalam Pasal 2 ayat 1 UU
No. | Tabun 1974 menempatkan kedudukan seh tidaknmya perkawinan
berdasarkan masing — masing agama dan kepercayasn yang dianut,

b. 1insur Biologis.
Undang — undanp Perkawinan memberikan peluang bagi pasangan yang
secara biologis tidak memiliki keturunan, Pasal 4 ayat 2 UU No. | Tabun
1974 mengatakan baliwa : “ Ketidak mampuan seorang istri uniuk melahitkan
keturunan mempakan saleh satu alasan seorang suami dapat melakukan
poligami. <

¢. Unsur Sosiolopis.
Unsur sosiciogis, dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 7 ayat 1 UU No, |
Tahun 1974 yang menentuken batasan usia pria dan wanita dapat
melangsungkan perkawinan, Hubungan alimentasi ateu hak dan kewajiban
anak kepada orang tua atsn sebaliknya orang fua kepada anak.

4. Unsur Yuridia
Unsgr yuridis adalsh unsur yanp seeara otomatis/dengan sendirinya ada,
karena adanys hubungan hukum pasangan susmi istri tersebut.

¢ Unsur Hukum Adat.
Unsur hukum adat dapat disimpulkan dari Pasal 31, 36 dan Pasal 37 Undang-
undang Perkawinan mengenat harta dalam perkawinan,

Dari unsur ~ unsur pengertian iersebut, memiliki keturunan adalsh bagian

pengertian perkawinan dari unsur biologis yang harus dipenuhi oleh pasangan

* M. Yohys Harshep, Pembahasar Hukum Perkawinan Nasionol berdasarian Endang —
ymclang somor 1 takure 1974 don peravurar pemerinlah Nomor @ takun 1975, CV. Zakir, Medan,
cet I, 1975, kal 7,
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suami istrd sebagaimana dinyatakan Pasal 4 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974, seolah
memberikan sanksi yang tegas, jika seorang istri tidek mampu melshirkan
keturunan, maka poligami adalsh sanksi yang harus diterima. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan menurut vndang - undang, selain
untuk membentuk kehidupan rumah tangga vang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketahanan Yang Maha Esa, jugs untuk memperolch ketuninan / anak yang shaleh
dan berguna bagt Agane, masyarakat dan Negara.

2.1.2. Syarat Sahnya Perkawinsn Menurut Huokam Positif

Syarat sahnya perkawinan telah dintur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (0}

Undang-undang Nomor 1 tabun 1974, menyatakan babwa :
{1} Perkawinan adalah sah apzbita dilakukan merurut hukum masing — masing
agama dan kKepercayaganyya itu,
{2} Tiap ~ tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yaog
beriaku,
Dari rumusan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974, jelas bahwa faktor agama
merupakan dasar pertama sahnya perkawinan. Dengan kata lain hukum masing -
masing agama dan kepercaysannya itu yang menentukan sah atay fidakuya suatu
perkawinan,’ Penjelasan Pasal 2 ayat (13 UU Nomor 1 tahun 1974 menyatakan
bahwa tidak sda perkawinan difusr hukum masing — masing agamanya dan
kepercayaarmya itu sesuat dengan Pasal 29 ayat (2) Undang — undang Dasar 1945
{UUD 1945}, yeng dimsksud dengan masing-masing agamenya dan
kepercayaannya it iermasuk ketentuan perundang-undangan vang berlaku bagt
golongan agamanya dan kepercayssnnys itu sepanjang tidek bertentangan atau
tidak ditentukan lain dalam undang- undang k.

Dengan demikian setiap perkawinan yang dilakukan beriestanpan dengan
ketentuan aturan  hukum agama dengan sendirinya menurat Pasal 2 ayst 1 LU
Nomor I tshun 1974 tersebut adalah tidek sah dan tidak mempunyai akibat hokum
schapai ikatan perkawinan. Yang perlu digaris bawaht adalah kata ~ kaia ‘sesuai
dengan UTUD 1945° dalarn bubungarmya dengan hukem masing — masing
agamanya dan kepercayaannya ftu, agar tidak mepimbulkan kerancuan harus

S Harshap, op.c#. , hul.13,
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dilthat Pasal 29 ayat (2} UUD 1945 vang berbunyi : “Negara menjamin
kemerdekaan tiap — tiap penduduk untuk memelok agamanya masing — masing
dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Dari bunyi pasal
ini yang dimaksud dengan sgama dan kepercayaannya ftu adalafi agama dan
kepercaypan yang ‘dipeluk’ seseoranp. Karenanys untuk menentukan hukum
agama yang mengatur pelaksanazn perkawinan sesuai dengan bunyi Pasat 2 ayat
(1) Ul No. 1 tahun 1974 adalah epams dan kepercayaan yang dipeink olch
mereka yang hendak melakukan perkawinan,

Prof. Dr. Hazalrin, SH menjelaskan masalah tidsk ada perkawinan yang
dilangsungkan “diivar’ hukum masing — masing agama dan kepercayaannya itu

“Jadi bagi orang Kiam tidak oda kemunpkingn urruk kawin dengon
melanggar hukum agamanya sendiri. Dengan denikian juga bagi orang Krisien

dan Hivdu Budha seperti yang dijumpai di Indonesia Maka untuk suaty sefeva
perkowinan  itw,  harusich  menurui  ketentuom  Fukum  agamanya  dem

kepercapaarmya” ¢

Maka jika dikaji, Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahon 1974, secare tegas
membels kepentingan warga WNegara Indonesia tanpa membedakan agama Islam,
Krsten, Hinde Budha, serta penganut kepercayasn, dengan memberikan
kemerdekaan yang scluas — luasnava kepadn masyarakat dalam melaksanakan
ibadabnya, termasuk didalemnya adalsh perkawinan, Pasal tersebut membantah
pemahaman sebsgian besar masyarakal bahwa selama ini, scolah adanya
pemisahan antara ciell mariage {Pasal 26 KUH Perdats) dengan  religious
marriage. Dengan demikian, dalam bidang perkawinan, bukum agams termasuk
hukum Islam telah mendapat kekuatan yuridis dan materiil.’”

Namun demikian, ketentuan Pasal 2 ayat (1) UL7 Nomor 1 tahun 1974
tersebut hanya baru memienuhi ketentuan hukum materiil perkawinan {(yakni
sahnya perkawinan vang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan calon
suami istri) dan belum memenudi ketentuan hukum formil perkawinan, artinya
belum dicatetkan pada Pegawai Pencatat Nikeh (PPN) yang berwenang, sehingga
belum diperoleh bukti otentik berupa skta nikah,

¢
T id.
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Syarat sahnya perkawinan, yang merupakan syarat materiil perkawinan
diatur dalam Bab Il Undang - undang Perkawinan yaitu pada Pasal 6 sampai
dengan Pasal 12, yaifu ;

8. Persetujuan bebas atsy ada kata sepakat dari calon mempelai laki ~ taki dan
perempuan { Pasal 6 ayat {13 UU No.1 tabun 1974).

b. Asas Monogami.

©. Syarat usia ; bagi pria sekurangnya 19 tahun dan bagi wanita sckurangnya 16
takun (Pasal 7 ayat (1) UU No.1 tshun 1974),

d, Telah memperoleh ijin orang tus, kecuali bagi yang telsh berusia 21 tahun,

Perkawinan yang dilangsungkan tidak termasuk larangan perkawinan.

f. Tidak terikat perkawinan dengan pihak lain, kecuali ada dispensasi dani
pengadilan,

g Lewat masa ‘iddah’ atau batas waktu perkawinan bagi perempuan yang telah
putus dari perkawinan sebelumnys dan  bermaksud melangsungkan
perkawinan.

Pada dasamya rukun ateu syarat perkawinan yang ditetapkan menurut Undang

andang Perkawinan banyak kesamasan dengsn ketertusn mulam dan syarat

perkawinan secara Istam, karena beberapa sturan yang ditetapkan dalam Undang
~ undang Perkawinan, mayoritas disdogsi dart hukurn Islam,

Sedangkan syarat formail perkawinan mienurat hukom positif vang barus
dipenuhi borkaitan dengan tata cata pelangsungan perkawinan, baik syarat yang
mendahnlui maupun syarat yang menyertai pelangsungan perkawinan, Dengan
demikian syarat formil ini berupa syarst yang meendahului dan meayenai
pelangsungan perkawinan, * melipoti :

8. Pemberitahuan ientang akan dilangsungkannya perkawinan ;

b. Penclitian, untuk mengembui ada dan tidek adsnya balangan lsrangan

perkawinan ;

Pencatatan Perkawinan |

w

Pengumuman ;
Pelangsungan Perkawinan ;
Penanda tanganan Akis Perkawinan ;

5 AP

! Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlean Sjerif, Fadum Perfawinan dar Keluarga di
Indonesia, Depok, Fakulias Hukum Universitas Indonesis, et 2, 2004, hol. 13,
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g- Perkawinan dengan Kuasa.

Oleh karena ita meski perkswinan vang dilangsungkan telah memenuhi
gyarat sab perkawinan secara muateriil, nsmun tidak dipenuhinya syarat sah
perkawinan secara formil, maka menurut hukum Perkawinan yeng berlaku i
Indonesia akan berakibat : *

a. Tidak mempunyai kekuatsn hukum karepa dianggap tidak pernah ada
perkawinan, sehinggy ia tidak menimbulkan akibat hukum.

b. Tidsk dapat dijadikan alasan untuk membatatken perkawinan yang baru
sebagaimans diatur dalam Pasal 24 10} Nomor 1 tahun 1974.

¢. Tidak dapat dijadikan dassr untuk menjatuhkan pidana berdasarkan ketentuan
Pasal 219 KUHP,

d. Tidak dapat dijadiken dassr untuk menuntut hak olels pihak perempuan
sebagai istri dan juga terhadap ansk ~ anakitys,

Adapun mengenai laloum formil perkawinan vaitu menyangkut pencstatan
perkawinan, sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 2 ayat (2) Undang
-~ undang Perkawinan No. | tahun 1974, Berkaitan dengan ini penjefasan umum
angks 4 huruf b menyebutkan bahwa :

" Tiap — tiap perkowinan harus dicatas mermmyl peratiea: perundang —
undangan yang berlgku. Pencaigion tiap ~ tiap perkawinan adalak sama halnya
dengan pencafatan peristiva — peristiwa penting datam kehidupan seseorang,
misalrya kelahiran, kematian, yong dinyeiakan dalam surat ~ swrat, keterangarn —~
kelerangan sugii akta resmi yang fuga dimuat dalan: dafiar pevcatatan.”

Maksud Pasal 2 ayat {2) UJ{J Nomwor | tahun 1974 telah dirumuskan secara
tegas oleh Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PF) No. 9 tahun 1975 tentang
pelaksapaan Undang ~ undang Perkawinanm. Dan tals carz  pencatatan
perkawinannya lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9
Peraturan Pemerintah tersebut. Kemudian disusal dengan tata cara perkawinannya
hingga mempereleh ekta nikah, yang disebutkan dalsm Pasal 10 sampai Pasal 13
Peraturan Pemerintah No. 9 tahon 1975,

% A. Mukti Arlo, Masalah Pencataran Perkawinan don sahmya Perkawinan, Mimbar
Hukum No.26 THN VI, 1997, Al ~ Hikmah don ITBINSAPERA Islam, Jakerta, hal, $1-52,
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2.1.3. Pengertian Dan Tujuan Perkawinan Mesurut Hukum Islam

Perkawinan yang dalam istilah agema disebut * Nikah * ialah : Melakukan
suatu zkad atau perjanjisn untuk mengikatkan diri antara laki — laki dan wanita
untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedus belah pihak, dengan dasar
sukarela dan keridhoan kechza belah pihisk untuk mewnjudkan suatu kebahagisan
hidup berkeluarga yang ditiputi rass kasih sayang dan keteatranian dengan cara —
cara yang diridhol olek Allah. (Ahmad Azhar, 1977 - 10), '*

Dalam Hukum Islam perkawinan didefinisikan oleh pam Ulama secam
berbeda — beda, namun pade dasamys seluruh definisi mengandung esensi yang
sama, Secara etimologi, nikah adulah :

a. Dalam arfi schenarmya (hakikat) nikah adalah dham yaitu menggabungkan
atau berkumpul, sedang arti kiasannya adalah warh 7 yang berarti setubuh atau
akad (perjanjian pernikahan),

b. Dslam Ensiklopedia Islam dikemukakan seti Nikah adaleh menghimpun atau
mengumpuikan, itu. '

¢. Menurut Imam Syafi’i, pengertian hakiki dari nikah adalah aked, sedangkan
pengertian nikah dalam arti senggama (waih’i) merupakan pengertian vaog
bersifat majazy (kias).'?

Adapun definisi perkawinan secara terminologi tentang nikah :

o, Menurut sebagian fugaha, nikah adalah : “Akad yang mengandung ketentuan
hukum kebolehan hubungan kelamin dengan Iafadz nikah stau ziwai atan yang
semakns keduanya

b. Menuwut Imam Asy — Syaukani, pemnikahan adalah : * Akad safam svami istri
yang menghalalkan keduanya berhubungan scksual, kata nikeh v sendiri
secars hakiki bermakna akad, dan sccars majazy bermakne persetububan
menurut pendapal yang paling shahih.*

" Soemiyati, Op €, hal. 8.

Y Kamsl Muchtar, dsas — gsas Hukum Dlam tentang Perkawinan, Bulan Bintang,
Jakarta, 1987, %al 1. _

R Alxdul Aziz Dahlan.{ et af ), Ensiklopedia Islam Yohiiar Bars Van Hoeve, Jokarta, cet -
1, §itic VI, 1996, hal. 1329,

Y Asrorun Ni‘em Sholeh, Farwa ~ fmtwa Masaleh Pernikahan dan Kebwrge, Elsas,
Iakaria, cet+2, 2008, hal, 1,
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¢. Menurut Muhammad Abu Zahrah (Ahl hukom dari Universitas Al —Azhar,

Cairo) nikah adalah *

“Akad yang memberikan faedah hukum hebolekan mengadakan hubungan
keluarga (suami istri) antara pria dan wamita dan mengadakan tolong
menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemerbon
kewajiban masing — masing. "

Sayuti Thalib, SH dalam bukunyz “Hukum Keluarga Indonesia™ merumuskan
Pengertian Perkawinan menurut Undang — undang Perkawinan, dilihat dari tiga
segi pandang ;

a,

Perkawinan Dilthat Dari Segi Hukum.

Perkawinan dipandang dari segi hukum, karena perkawinan merupakan suatu

perfanjian, dengan demikian harus terpenuhinya agsur — wnsur perfanjian ¢

kata sepakat, adanya para pihak, adanya suatu hel tertentu dan adanya csusa

yang halal, Juga dapat dikemukakan schagai alasan untuk mengatakan suatu

perkawinan itu merupakan suatu perjanjian karena

a). Cara mengadakan ikatan perkawinan tefah diatur lebih dulu yaite denpan
skad nikah dan dengan rukun / syarat terienty,

b3, Cara memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebehunnya yaitn
dengan prosedur talak, kemungkinan fasakly, syiqaq dan scbagainya.

Segi Sosial Susty Perkawinan.

Dalam masyarakat setiap bangsa, diteraui suaty penilaian wnum, iafah bahwa

orang yang berkeluarga atsu perngh berkelusrga mempunyal kedudukan yang

lebih dihargai dari mercka vang tidak kawin,

Pandangan Perkswinan Dari Segi Agama, suatu sepd yang sangat penting :

a}. Dalam agama, perkawinan i dianggap suaty lembaga yang soci.

by, Upacara perkawinan adalah upacars vang sucl, yasg kedua pihak
dihubungkan menfadi suami istri atau saling minte menjadi pasangen
hidupnys dengan mempergunakan nama Tuban Yang Maka Esa,
Dari definisi — definisi pemikahan tersebut, tidak terdapat perbedaan yang

memdasar antara pendapat yang satu dengan lainnya. Yang menjadi prinsip dalam
definisi tersebut, nikah adalah vang mengakibatkan laki-laki dan perempuan halal
melakukan bubungan seksual, Bahwa, pernikahan adalsh svatu akad atau ikatan
yang menghalalkan hubungan kelamin antara laki — laki dan perempuan dalam
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rangks mewujudkan ramah tangga yang bahagia Iahir batin dengan tata cara yang

diridhoi Allah SWT yaitu :

o Tujuan daser Perkawinan adalah untuk menpembangbiakkan keturunan
manusia secara sah, Melestarikan Manusia dan Memperbanyak Umat Islam,
sesuai dengan Firman Allah SWT

“ Hai sekalian moarmsio, bertagwoleh kepada Tuhoremu yang teiah
menciptakanom dari divi yemg satn, den daripadanya Allah penciptakan
isirinyer dan dari pada keduanye  dfiah memperkembangbiaokken laki - laki
don perempunn yang banyak... " (5. An— Nisa : 1).

Sabda Nabi SAW selanjuinya ;

* Nikatilah oleh kamu sekafion wanite yang kalion cintal yang dapat
memberi keiwrungn yang bonyak. Sesunggubnya aku pada hari kicmat neanti
di depan umat-umat nabi yang lain akan bangga dengan jumich kalion yong
banyak. {Ahmad dan Ibn Hibban). "

Melestarikan manusia dan memperbanyak umat Islam adalsh perintah
Allzh secara langsung dalam Al - Quran. Ini berhubungsn dengan penciptaan
manusia dan kewajiban membentuk karakter manusia yang lahir sesusi dengan
ajaran  Islam agar menjadikennya sebagai anek yang saieh serta
bertanggungiawab terhadap kessjahteraan anak di duniz dan keselamatan
anak di akhirat. Bila dizbaikan adalah dosa beser,

Dari satu orang manusia {Adam AS) diciptakan Allak jodohnya dari
Jenis yang sama (Hewa), mercka berkssih-kasthan dan melahirkan mapusia
yang banysk. Agnma Islam memerintaliksn agsr umainya segers menikah dan
meiahirkag keturunen yang banyak, Sabda Rasulullash SAW : “ Kawinilah
oleh kamu wanita-wanita penyayang dan peranak (subur), maka sesungguhnya
aku akan bermegah-megahan dengan banyaknya kemu ftu terhadap nabi-nabi
yang lain di hari kiamat.”

b. Memperoleh Kesensngan Seksual Secars Benar,

Hubungan seksual secara liar mengandyng banyak resiko. Dosanya
amat besar dan mendatangkan banyek penyakit berbahaya. Juga jika dari
pesbustan itu menghasitkan anak, maka tidak ada bapsk vang sah yang hams
bertangpungiawab, Anak tidak mendapat kasih sayang, pendidikan, hak biaya
hidup, hak kewarganegaraan don sebagrinya,
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Sabda Rasuluifah SAW ¢

" Hai sekalian pemuda , harangsiopn @i aniore kamu yong telch
sanggup untuk kawin, maka kendaklah ia kawin. Maoka sesunggrhnya kawin
itu mengohalangl mata (kepada apa yeng dilarang oleh agama) dan
memelihara kehormatannya. Dan barangsiapa yang tidak senggup kawin
hendaklah la berpuasa fdori yang harom itu ). Moke sesunggubmya puasa itu
ialah perisaf baginva. * {HR Bukhari dem Abdulah bin Max'ud).

Perkawinan meourut sgama Islam adalah perintah langsung Allah
dalam Al- Quran, Setiap perkawinan yang didasari nist ikhlas sebagai ibudah
wajib dalam rangka pengabdian kepada Allsh akan mendapat karunis yang
besar. Allah akan menumbubkan kasth sayang diantara mereka, Alish akan
memberi rizki dari berbagai pintu yang tidak tecduga-duga. Keikhlasan dan
pengabdian mercka akan dibalas Allah dengen karunia yang amst banyak.
Mercka saling berusaha, bekerja menurut kemampuannya masing-masing,
menjalankan tanggungjawanya masing-masing, saling membanty, saling
memberi, saling menyayangi, saling menghormati, saling membela, saling
memberi, saling mengisi kekurangan masing-masing, saling menutupi
kekurangan dan kelomshan pasanagannys demi kelancaran hubungan
komunikasi, kebahagiaan dan kenyamanan hidup rumah tanga. Rumah tangga
akan membentuk masyarskat harmonis, aman dan tenteram. Firman Allah ¢

“ Dan digntara tanda-tonda thebesaran dan kekuasaon-Nya) bahwa ia
menciptakan unsuk kamu jodoh-jodoh agar kamu cenderung kepadanya dem
menjadikan df antara kam rasa cinte dox kasih sayang. Sesungguhnya pada

hal yang derikian itu terdepat tonda- tanda kebesaran dan kekvasaan Allah

bagi mereka yang berfikir.” ((OS: Ar Rum: 21)

. Untuk Mengikuti Sunnak Rasulullah SAW.

Sebagai umat Muhammsd kita harus mengiketi sunnahnya. Rasuluilah
SAW mengajak sernua umat Islam menikah dan melahirkan keturiman yang
banyak agar umat Islam berkembang biak, Orang yang tidak menikah tidakiah
mengikuti sunah RasulullshSAW  * Maka berangsiepa yang benci kepada
kepada sunnahku, maka bukanlah ia termasuk ( umat} k™ (HR. Bukhad dun
Muslim}. Pernikahan itu adalah ibadah waiib bagi orang yang mampu. Jadi
pahalenya sangat besar. Pemberian untuk menafkahi keluarga mendapat dua
pahala. Pemberian natkah (infak di jalan Allah) wajib kepada keluarga adalah
safah satu jalan yang diperintahkan Allah.
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d. Untuk Melshirkan Keturunan yang Sah,

Anak yang lahir di luar nikah dianggap tidak punya bapak. Dia hanya
mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Ansk tersebut tidak
mendapatkan hak-hek apa pun dari bapaknyas. Setiap anak yang lahir,
mestinya memiliki bapak yang mengakuinya. Agar scorang anak mendapatican
hak-hak penuh sebagai warga negara harus adas bapak yang mengakuinya agar
jelas pula bak-hak dan kewajibannya. Jadi harus ada pengakuaa agar jclas
siapa yang bertanggung jawab penuh terhadap pendidikan, biaya hidup,
administrasi kependudukan dan siaps yang walib dan berwenang menjadi
walinys. Adalah tidak mungkin seorang anak lahir tanpa bapak., Menurut
Agama Islam berhubungun scks tanpa nikah dilarsng keras. Hal itu adalah
zing yang menupakan salah satu dosa yang sangat besar.

Firman Allah :

“ Tiap segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan Gantun dan beting)
mudabemsdatian kanmu menerima peringaian. *(08: Adz Drarviyat : 49),
"Moha Suci (Affab) yang teich menciptokan semuanya berpasangang-
pasengan, baik dari apa yang ditumbubkan oleh bumi dan davi diri mereka
sendivi, maupun dari opa veng tidak mereka ketatan. " (5 36: Yasing 36)

. Untuk Mencari Rezeki yang Halal,

Perkawinan adalah berkumpul dan bersetunya dua kekuatan dahsyat
yang saling melengkapl, saling membantu, saling menyempumakan antara
satu dan yang lannya, Dari ketentusn Allab manusia laki-lski dan perempuan
adaiah sama. Secara nyata terdapat beberapa persamasn yang jelas antara laki-
laki den perempuan dalam menunaiken kewajiban menuwrut hukum Allah.
Hanya yang membedakan manusia 'yang satu dan yang laionya adalah amal
ibadah yamg dilakukannys. Persamasn dalam menjalankan perintsh Allsh
anfara faki-laki dan perempuan antem lain
a). Sama wafib melaksanakan tuges vang telah ditentnkan Alleh.

b}, Sama wejib menyembah Allsh.
). Sama wajib beruseha untuk kepentingan dunia den akhirat.
d}. Sama wajib berbuat batk dan meninggatkan yang mungkar,

Dengan melsksanakan semua kewnjiban yang diperintahkan Allah

mercks akan memetik buah dari semua usahe dilakukannya seperti yang telak
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dijaniikan Afiah. Kelahiran mamusia ke dunis membawa beriah vang sangat
banyak yang telah diberikan Alah. Untuk dipelihars dan dimanfaatkan,
Semuanya mendatangkan kesenangan dan kepuasan umat menusia. Alflah
menjanjikan bila manusia meggonakannya di jalan yang diperintahkan Allsh
sebagnai bukfl tands manusgia bersyukur, maka Allah skan melipat gandakan
karuniannya itu. Tetapi bila digunekan utuk kepestingan yang Hidsk diridhoi
Allah, maka Allah berjanji akan memberikan azab yang teramat pedih.
Perkawinan adalah salah satu pinta rahmat dan berkah yang akan dilimpahkan
Allsh,

. Menjadi Sumber Amal Ihadah yang banyak.

Meneari nafkah untuk keluarge adalah jihad fisabililish. Memberi
nafksh notuk keluarga pahalagya berlipat ganda. Memberikan hak keliarga
kepada orang isin adalah dosa besar, karena {ermasuk pengkhianatan, kecuali
jika ada kesepakatan antara semua anggota kelvargs dengn ketentuan bahwa
semua keperluan keluargs telah terpenubi. Keluarps adalah anggota satu
keturunan dalam garis Jurus ke atas, ayah dan ibu dan dua degat di atasnya,
Gasis lurus ke bawah, ansk dan dua derajat ke bawahnya.

Memudahkan Kehidupan Sehari-Hari.

Semus makbluk hidup tidak bisa bidup sendiri. Mempunyai
ketergantungan kepada makhluk lainnya yang seienis dan yang tidak sejenis
untuk mementli paluri dan instingnya. Semuz makhluk diciptakan Allab
berpasang-pasangan agar mereka hidup berdampingan dengan pesangannya.
Manusia sebagai makhluk sosial juga tidak dapet hidup sendiri. Laki-laki dan
perempuan masing-masing mempunyai kelebihan dan kekuvmangan. Untuk
memenuhi kekumngan-kekorangannya mereka memerlokan pasangan. Uniuk
memanfantkan kelebibannya mercka memerlukan pasangan, Jedi pasangan
suami isteri dalam perkawinan adalah untuk saling memberi dan menerima.
Jadi jika hidup dengan pasangan secara benar akan terbebas dari kesulitan dan
beban hidup ysng berat sekalipun, Sepasang manusia memiliki sifat saling
membutuhkan dan ketergantungan kepada pasangannya masing-masing.
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h. Menghindari Penyakit Kelamin,

Berbagai jenis penyakit kelamin yang sangat berbabaya dapat fimbul
akibat hubengan scksusl secera lizr, flegal dan haram. Hal itu adalah dosa
besar, Setiap dosa mendatangkan kesengsaraan. Kesengsarasn atau siksaan
akibat dosa besar akan diperlihatkan Allah di dunia dan di akhirat. Orang yang
melakukan hobungan seksual secara liar dan ilegal akan diperiibatkan Allgh
melatui kehinaan dan cela yang besar di dunia dan disedinkan neraka jahanam
di zkhirat kelak. Dalam pembangunan hvkwn nasional, hukum Islam,
disamping hukum - hukum latooya menjadi sumber referensi, karena cukup
banyak asas yang bersifat universal yang dapat digunaken dalam penyusunan
hukum nasional.

2.14. Syarat Sahnya Perkawinas Menurot Hukum Jstam

Sah tidaknya suaiu perkawinan merupakan hal terpenting dalam membina
keluarga / nunah fangga, karena dengan sahnys perkawinan maka status hukum
ates seseorang depat berubah, demildan juga segala perbustan hukum memiliki
akibat hukom, yang dapst dituntut pertanggung jawabanmnya sesual dengan
kedudukan subyek hukum atas status hukumnya. Perkawinan dalam Islam tidak
semata — mata hubungan keperdataan biasa, akan tetapl merupakan sebuah akad
yang sangat kuat (mitsagen gholidean) untuk menasti perinish Allah dan
melaksanakennys merupakan ibadab., Pedkawinan jugs merupakan  wadah
kebutzhan biologis manusiz yang wajar dan dslam ajeran nabi perkawinan
ditradisikan sebagai sunnat Nabi, sebagaimana dalam hadits ;  Barang siapa yang
menikah, berarti {elsh menjalanksn setengah dari agamanya, dan bersog sispa
yang tidak menikah bukanlanlsh masuk golongan Muhsmmad {agama Islam).

Katena its, perkawinan yang serat nilai dan bertujnan untuk mewnjudkan
kelvarga yang sakinah, mawaddah dan rolunab, ini memiliki rukun dan syarat
tertentu vang harus dipeouhi, sgar twjusn syari‘at Islam  dalam perkawinan
tercapai. Dinyatekan dalam kitab ALPigh ‘ala Mazahib al- Arba’sh : ¥ Nikah
Fasid adaleh nikah yang tidak memenubi salah satu dari syarat ~ sysratnya,
sedangkan nikah batil adalzsh apabila idak memenubi salsh satu rokunnya,
Huloum nikah fasid dan batil adajah sama yaitu tidsk sab.”
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Dengan demikisn menwut hukum Islam suatu perkawinan adalah sah jika
memenuhi seluroh rukun dan syarat perkawinan, Tidak terpenuhinya Ketentuan —
ketentuan mengenai rukun dan syarat tersebut, akan membuat status perkawinan
menjadi tidak sah,

Perbedaan antara rukun dan syarat pemikahan adalah rukun nikash
merupakan bagian dari hakekat perkewinan, seperti cafon mempelsi priz dan
wanita, wali dan saksi permnikahan. Semua itu merupakan hakekat dari pemikahen
dan tidak mungkin tedjadi suatu pernikahan kalsu tidsk ada misalnys calon suami
atau calon istri, Syarat nikah adalab suatu yang harus ada dalam perkawinan,
tetapi tidak termasuk salah sate bagian dari hakekat pemikahan, misalnya syerat
ssorang wali adalah laki - laki, baligh, berakal dan sebagainya.

Sementara itu para Ulama berheda pendopat mengenai apa saja yang
termasuk rukun nikah tersebut. Menurut Tmam Hanafi dan Daud Az - Zahin
menyatakan bahwa wali bukan merupakan rukun niksh, artinya dalarn kondisi
tertentu akad nikah sah tanpa wali, sebagai alasan, keduanya menyatakan bahwa
dalit vang jelas yvakni nash sharih baik dalam Al-Qur'an maupun hadits tidak ads
yang menyatakan wali adalzh rukun nikah. Pendapat Imarm Syaft’i, Imam Malik
dan Imam Ahmad ibn Hanbal yang menyatakan bahwa wali adakah rukun nikeh
dalam kondisi apapun. Disisi Isin, Madzhab Maliki berpendapat bahwa sahaya
spatu akad nikah yang tidak dihediri seksi dalam magjelis akadnya, dengan
ketentuan sebelum terjadi hubunpsn baden harus diberitshukan pernikahan
mercka kepada mnsvarakat secara terbuka. Irnam Malik juga berpendapat bahwa
mas kawin / mahar termasek dalam rukuo siksh,

Tetlepas dari adanya perbedaan pendapat tersebut, sebagal masyarakat
muslim Indogesia vang umumnys bermadzhab Imam Syafi’i maka ditentukan
bahws rukun nikah itu ada 3 (fima) yaitu : {1) Calon mempelai laki — laki, (2)
Calon mempeial wanita, (3} Wali, (4) Dua orang seksi, (5) Sighst stau ijab Kabul
Rumusan ini kemudian diadopsi ke dalam Kompilast Hukum Islam Instniksi
Presiden Nomor 1 tahun 1991, Pasal 14 das berlaku menyelurzh bagi umat Islam
di Indonesia.

* Matmnd Yunus, Hukum Perkawinan dalam Ishon, Al — Hidayab, Jekarta, cete ke 4,
1968, hal. 15.
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Adapun syarat perkawinan berdasarkan rukun nikah dalam hukum Islam
adalah :

a. Calon mempelai pria, syarat — syaratnya ;

1). Beragama Islam

2).  Laki~laki

3}, lelss orangnya

4). Dapat memberikan persetujuan

5).  Tidak terdapsat halangan perkawinan

b. Calon mempelal perempusn, syaral — syaratnys

i}. Beragama Islam

2}). Perempusn

3). Jelas orangnya

4). Dapat memberilan persetujuan

5).  Tidak terdapat halangan perkawinan

¢. Wali nikah, syarat — syaratnya :
1),  Laki~iaki
2} Dewass
3).  Mempunyai hak pewalian
4),  Tidak terdepai halangan perwalian
83 Adil/ cerdas
d. Saksi akad nikah, syarat — syarsinya :
I).  Minimal 2 (dug) orang saksi lak; ~ faki
2). Hadir dalwm ijab qabul
3).  Dapat mengerti maksud skad
4). Beragama Islam
5). Dewasa
6). Adil
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Adapun dasar hukumnya adalah dari Siti Aisyah, bshwa Nabi
Muhammad SAW bersabda * Tidsek sah suatu akad, kecuali (dihadiri) wali
dan duz orang saksi yang adil, “ (HR. Ad- Daruqutay)

Sighat / Tjab qabul syarat — syaratoya :

1}. Adanya pernystaan mengawinkan dari wali

2).  Adanys permnyataan pencrimaan dari mempelai pria

3). Antara ijab dan qabui bersambungan

4). Antara ijab dan gebul jelas maksudnya

3). Memakai kata ~ kata nikah, tazwij aieu terjemahan dari kata nikah tazwij

6}, Orang yang berkasitan dengan ijab qabul tidak sedang dalem keadaan
thram haji / umroh

7). Majelis ijah qabul harus dikadiri minimum 4 {empaf) orang, vaitu : calon
mempelai pria stau wakilnya, calon mempelai wanita atau walinya, dan
dua orang saksi,

Beberapa hal berkenaan dengan fiab qabul atau akad nikah dalam hakum

Islam, sebagai berikut :

]

fiab Qabul, adalah pelaksansan mengikatkan diri dalam perkawinan vang
dilakukan pengantin jaki ~ laki dan pengantin perempugn ;

Wali pihak perempuan, mengenai wajib tidaknys mempunyal wali ataupun
mengenai macam wali dan pengentianaya. Tmam Syafi'l berpendapat bahwa
percmpuan yang kawin waiib pakai wali dan wali ity merupakan syarat sah
nya perkawinan ;

Persetujnan kedus mempelsl, bahwa kedua mempelai menystakan setuju
uniuk melangsunpkan perkawinan dalam keadaan sehat Jasmani dan rohsni
serta tanpa adanya paksaan atsu tekanan dar siapapun ;

Mempelai laki ~ laki melaksanakan sendiri pengiketan ditinya dalem akad
nikah, dapat diwakilkan dalam keadasn terientu ;

Dua orang saksi;

Mshar atau sadaq ;

Mempelai laki ~ laki hendaknya mengucapkan ljab, karena merupakan inti
dalam suste perjantian mengikatkan diri dalam perkawinan,
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Ini berarti bahwa bagi umat Islam jika svatu perkawinen telah memenuhi
syarat sah dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanskan, maka perkawinan
terschut adalah sah secars hukum Islam. Adspun mengenai mahar aten mas
kawin, para Ulama sepakat untuk memasukkannya sebagai salsh safu dart gyarat
sehoya ntkah. Umumays, mas kawin diberikan pada wakin akad niksh secara
tunai, meskipun pemberian mehar hukumnya wajib bagi calon snami, namun tidek
menjadi rukun nikah. Oleh karena ite walaupun pada waktu aked mas kawin
belum diberikan, akadnya tetap sah.

2.1.5, Pencatutan Perkawinan Dan Akibat Hukomnya

Dalam suatu Negara, segals yang berkaitan dengan penduduk dan segala
kepentingannya harus dicatat, seperti kelahiran, kematian, perkawinan dan lain
schagainya, khusus mengenai perkawinan karena merupakan suatu perbuaian
hukum yang berimplikasi sangat luas, balk dalam hubungan kekeluargaan
khususnva, maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada
umumnya, schingga perkawinan harus dicatat umuk mernjaga agar tidak adanya
pihak yang diragikan kemudian hari.

Sebelum berlakunya UU Nomor 1 fabun 1974 temiang Perkawinan,
beberapa peraturan pencatatan perkawinan di Indonesia yaita ¢
a. Ordonansi Catatan Sipit unink golongan Eropa {(§tb.1849 No.25);
b. Ondonansi Catatan Sipil untuk golongan Cina (Stb.1917 No.130 jo Sth.1919

MNo.8iy
¢, Ordonansi Catatan Sipil uniuk golongan Kristen Indonesia {St6,1933 No.75
jo.5t5.1936 No.507);

d. Ordonansi Catatan Sipil ustek Perkawinan Campuran (Stb. 1904 No.279);

Peraturan ~ peraturan tersebut, merupakan pelaksanaan pencataten
perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Burgerlitk Wetbock (BW —
5¢b.1847 No.23) dan peraturan Perkawinan Campuran { Stb, 1898 No,158). Pada
awalnya, pelaksanasn pencatatan perkawinan dan calatan sipil pada umumnya
adaleh didasarkan pada perbedsan golongan penduduk sebagaimana dipisahkan
atzu dibedakan berdasarkan pasal 163 LS, schingpa ada cataian sipil usthik
golongan Eropa, golongan Timur Asing (Cina) den Timur (Timur tengah, India)
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dan golongan pribumi Kristen. Namun, sejak Ketua Presidivm Kabinet Ampers
mengeluarkan Instruksit tertanggal 27 Desember 1966 No. 31AJAN/12/1966
kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesis dan Kantor — kantor Catatas Sipil
di selurub Indonesia, untuk membuka kantor — kantor tersebut bagi seluruh rakyat
Indonesia, dan hanya membedakar Warga Negars Indonesia (WNI) dengan
Warge Negara Asing (WNA).

Bagi Warga Negara Indonesia betagama Islam, pencatatan perkawinannya
dilakukan oleh Pegawai Pencatat Niksh (PPN), Talak dan Rujuk atas dasar
ketentuan UL nomor 22 fahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, talak dan Rujuk
yang berlaku untuk pulay Jawa dan Madura, Kemudian sejak ditetapkannys UU
no.32 tahun 1954, UL no.22 tahun 1946 dinyatakan berlaku untuk seluruh daerah
di loar Jawa dan Maduwra, Ketentuan tergkhir yang mengatur pencatatan
perkawinan uncat Istam di Indonesia, pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam / KHI
(Inpres No.1 mabun 1991), menyatakan bahws ;

Pasal 5 (1) Agar tedjamin keiertiban perkawinan baogi masvarckel Isiom,
setiap perkawinm harus dicatad.

(2}  Percatatem perkawinan tersebi pada ayat (1) dilokukan oleh
Pegawai Percotal Nikah sebagaimang diatur dolom Undang —
undang,

Setelal beslskunya UU No.l tahun 1974 tentang Perkswingn, diatur
dalam Pasal 2 ayat (2} yaitu : “ Tiap — tiap perkawinan dicatat menuruf perator an
perundang - undangan yang berlakin”, mengenni pencatatan pekawinan iui,
peraturan pelaksananys dijelaskan secara detail dalam Pasal 3 sempai dengan
pasal 9 PF No. 9 tahun 1975,

Selama masa pluralisme / sebelum berlakunya UU No.l tahun 1974,
perkawinen diartikan secara beragam. Golopgan yang tunduk pada BW mergjuk
pada Pasal 26 BW, mengartikan perkawinan sebagai persoalan yang berkaitan
dengan bubungsn keperdataan saja, sementara bagi golongan penduduk yang
bersgama Islam, perkawinan tetap dipandang sebagai perbuatan keagamasn yang
prosedur dan tata caranys harus dilaksanaksn menurut Hokuen Istam,
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Untuk golongan yang memahami sahnye suate perkawinan ditinjau dari
sudut keperdataannya saja, adalah bilamana perkawinan tersebut sudah dicatat /
didaftar pada Kantor Catatan Sipil. Seclama perkawinan belum didaflar,
perkawinan ferscbut masih belum dianggap sah menurut ketentuan hukum
sekalipun mereka telsh memenuhi prosedar dan tata cara rukun dan syarat dalam
hukum agama. Sehingga dari hal tersebut, ads kemungkinan timbuinya aps yang
dinamakan ‘anak haram perdsta’, disamping istilah anak heram menurut
ketenfuan agama. Sedangkan bilemana perkawinen ditinjav sebagai perbuatan
agama maka pencalatan perkawinan hanya memenuhi administrasi perkawinan
yang tidak menentukan sah tidaknya perkawinan. ©°

Peran pencatatan perkawinan berkaitan dengan Akta / Surat Perkawinan
dslam kehidupan dan status anak yang dilahirkan sangat penting karena akis/surat
kawin merupakan bukti otentik mengenai sahnya perkawinan, tanpa Akta
Perkawinan/Surat Kawin, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, secars
hukin diberlakukan pasal 43 ayat {1) Undang — undang Perkawinan Nomor 1
takiun 1974 :

a. Anak yang dilabirkan di luar kawin hanys mempunyai hubungan perdata
dengan ibunya dan keluarga ibunya

b. Anak yang dimaksud datam ayat (1) pasad ini dapat diakui ofeh ayahnya,

¢. Anak yang dimaksud ayat 2 pasal ini dapat disahkan dengan perkawinan.

Dengan demikian pencatatan perkawinan sangat penting untuk preventive
action dan juga good intersst, terutama bagi nasib dan masa depan si apak.

Mengingat betapa pentingnya pencatsten perkawivan, maka tap-tiap
perkawinan harus dicatat meowrut peraturan yang berlaku {pasal 2 ayat (1)
Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tshun 1974), Bils perkawinan vang
dilangsungkan tidak dicatat, maka akibat hukumnya :

a. Perkawinan Dianggep Tidak Sah. Meskipun perkawinan yang dilangsungkan
salh menunst hukum agama dan kepercavaannya, namun dimata Negara
perkawinan dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah (PPN) oleh Kantor Urusan Agatma atau Kantor Catatan Sipil

Y Abdurraboan, Sedibit temtang Masalah Pencatetan Perkawinen o Indonesia dajeom
Masalah - masalak Perlawinem di Indboresia. Alumni, Jakarts, 1997, hal, 10
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b, Anak Hanya Mempunyai Mubungan Perdata dengan Ibu dan Keluarga Thu.
Anak-anak yang dilshirkan di lnar perkawinan atau perkawinan yang tidek
tercatat, sefain dianggap ansk tidak suh, jugs hanya mempunyai hubungan
perdata dengan ibu atau keluargs ibu (Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang
Perkawinan No. 1 tahun 1974). Sedang hubungsn perdata dengan ayah nya
tidak ada.

¢. Anak dan ibunya tidak Berhak atas Natksh dan Warisan, Akibat lebih jauh
dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik isteri maupun anak-anak yang
dilahirkan dari perkawinan tersehut tidak berhak mesuntut nafkak ataupun
warisan dari ayahnya.

Atas dasar pomikiran ferscbui, maka kita dapat melihat wgensinys
pencataian perkawinan iy, yang semaia — mats bestwiven uniwk mewsjudkan
sdanya kepastian hukum, ketertiban hukum dan pedindungan hukem
atas perkawinan. Karenanya maka pencafatan perkswinan  morapakas
persyaratan formil sahnya perkawinan, Persyaratan tersebut bersifat procedural
administrative, ** Dan bagt mercka vang melakukan perkawinan menurut agama
Islam, pencatatan perkawinannya dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA).
Dalam agama Islam, pencatstan Perkawinen yang merupakan perintah Pasal 2
ayat {2) UU. No.l tahun 1974, sebagai perwajudan sfyasah syar’fyvah dari
perintsh yang harus ditaati demi tervujudonya kemaslahatan dalam kehidupan
berumah tangga, dan menolak  kemungkinan  dikemudian bar  adanya
pengingkatan atas perkawinannya dan akibat hulam dani perkawinan itn sendiri,
serta melindungi dari fiinah dan sdamah atan gazdaf (esduban zins), Dan perintah
atan hukoun Negars merupakan kewajiban sebagai seorang muslim,

Dengan adanya pencatatan perkawinsn, maka cksistensi perkawinan
secara yuridis formil diakui. Schingga dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu
perkawinan dianggap saf apabila memenuhi dua syarat
a. Telah memenuli ketentuan hukum materiil, yaitu telsh dilakukan dengen

memenuhi aturan yang ditentukan dalem hukum agams (bagi orang Islam
terpenuhinya semuna syarat dan rukon menurut syari’at Islam).

% Ibid, hal. 47.
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b. Telah memenuhi keientuan hulam formil, yaity teish dicatatkan oleh Pegawai
Percatat nikah (PPN} yang berwenang.

Harus diskui ketentuan vang mengatur tentang sahnys perkawingn dan
pencatatan perkawinan, kurang jelas signifikasinys, sehinggs dalam prakeek
seringkal menimbulkan berbagai interpretasi, yang menychabkan kepastian
hukum menjadi tidak tercapai, Terdapat beberapa masalah tentang penentuan
sahnya perkawinan yang membawa implikasi pada pencatatannya, yaitu kapan
waktu sshaya perkawinan itu diakuvi. Apakah wakiu perkawinan #tu dilangsungkan
secara sah menurut masing-masing hukum agamenya dan kepercayaannya ita?
Ataukah pada waktu pencatatan? Masalah ini tentunya tidak ada, apabila wakiu
pelangsungan perkewinan dan waktu percatatan perkawingn dilakukan pada hari
yang sama, Menjadi masalab apabile terdapat perbedaan waktu antara
pelengsungan perkawinan yang dilekukan dengan tatacara masing-masing hukum
agamanya dan kepercayaannya itu, dengan waktu pencatatan perkawinan, Karena
dengan terpenuhinya rkun dan syamt sah perkawinan secara agams sudsh
dianggap sah, akibatnya banyak perkawinan yang tidak dicatatkan. Bisa dengan
alasan biaya yeang mahal, prosedur berbelit-belit atau uniuk menghilanghkan jejak
dan bebas dari tuntutan hukum dan hukuman adiministrasi dari atasan, khususaya
vntuk perkawinan yang kurangnys syarat muterii! perkawinan. Perkawinan tak
dicatatkan ini dikena! dengan istilah Perkawinan Bawsh Tangan / Kawin Sirri,

2.2 KEDUBUKAN KAWIN SIRRI DAN ANAK KAWIN SIRRI

Dalam sistem hukum positif nasionsl di Indonesia tidak dikenal istilah
kawin sirri. Pengertian kawin sirri yang selama ini berkembang di masyamkat
adelah mepgenat perkawinan yang dilangsungkan secars dism — diam, tempa
mengundang dan atan memberitahukan kepada khalayak masyarakat mengensai
pelangsungan perkawinan tersebut, yang setelah berlakunya UU Nomeor 171974
secara efektif pada tanggal 1 Okiober 1975, tetilah kawin sirri dikena] juga dengan
istilah kawin bawah tangan.
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Istilah kawin sirri secara etimologi kats sirri berasal dari bahasa Arsh,
yang arti harfiahnya adalah ‘rahasta’, 7 jadi kawin sirri artinya pernikahan yang
difangsungkan secara diam ~ diam (secret marriage). Menuret terminology Figh
Maliki, nikah sirri adalah : = Nikah dimana para saksi dipesan oleh suami agar
merabasiakan pernikahan ini untuk istrinya atau jama’ahnys, sekalipun kelvarga
seternpat

Dslam perkembangannya, pengertian dan prakiek kawin siri yang
berkembang dalam masyarakat Indonesia menunt ProfDrs. H. Masjfuk Zhudi,
dibagi dalam 3 (tiga) tipe / bentuk :

Pertama, Wikah sirri yang diartikan sebagai nikah yang dilangsungkan menurut
keteptuan syari’at Islam (telah terpenuhi rukun dan syaratnya) tetapi
masih bersifat intern keloarga, belum dilakukan pencsistan oleh PPN
dan belum melaksanakan upacara pernikahan pealimatul ‘o).

Kedua, Nikah sim yang dilangsungkan menunil syariat Islam (memenabi
syarat dan rukun nikeh), dibadapan PPN dan telah memperoleh salinan
buku nikah, namun masih bersifat fwerm keluarga dan belum
melakukan resepsi pernikehan, Suami iste? tersetut pun belum tinggal
bersama.

Ketigo,  Nikah simi vang dilskukan menund syariat Islam {memenubi syarat
dan rukus nikal), namun kareps terbentor PP No. 10 tahun 1983 junto
PP No. 435 tahuo 1990, pemikaban tersebut masth bersifst infern
kelaarga, secara diam — diam unak menghindar hulcaman disiplin.

Dari ketiga bentuk kawin sird tersebut, menurut Prof Drs Dand Ali, SH
yang sebenarnya mengandung pengerian pernikahan sirri sesungpuhnya adalah
tipe ketiga, scmentara tipe pertama dan kedua tidak tormasuic kawin siri, karena
tidak terpenubi unsur sind, yaitu  pemikaban yang ‘sengaja’ discmbunyikan,
supaya tidak diketshui oleh orang lain.

Adapun yang dimaeksod dengan kawin sirri yang dilakukan dengan itikad
baik dalam pembahasen i, adelah kawin siri dengan tipe pertama tersebut

7 Makmnd Yuous, Kantus Arad — fadonesia, Hidakarya Apung, Jukarts, cet 1, 1989,
hal.i67.
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Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa kawin sirrl adalah perkawinan
yang dilangsungkan mepurt syari‘at Islam terpenuhinya syarat dan rukun nikah,
namun karena suatu hal dan lain sebab pemikahan terscbut dilangsungkan secara
diam ~ diam dan dirabasiakan oleh pare saksi agar fidak diketahui oleh orang lain,
belum dicatatkan oleh PPN dan belum melakukan resepsi pernikahan atau
walimatul “urs, hanya intem kelugrga saja yang mengetahui pernikaban tersebut.

2.2.1. Tinjanan Hukum Islam terhadap Kawin Steri

Delam hukwmn  Islam, skad pernikahan adalah suste perbuatan hukum
yang sangat penting dan mengandung akibat - akibat hukum serta konsekuensi —
konsekuensi terientu sebagaimana yang telah ditetapkan ofeh syari’at Istam. Maka
unfuk menentukan  sah  atag  tidekmya spatn  perkawinan  diperlukan
ketelitian dalam menggunakan dalil ~ dalil syar’i- aya (Al-qur'an, Sunnah, Qiyas
dan scbagainya), Sebab fika saleh menerapkan dalif - dalil syar’i nya, akan
merugikan pihak terenty akibat dari perkawinan tersebut,

Kawin simmi juga merupskan salah safu perkawinsn yang masih
diperdebatkan sah atau fidaknya olch pars Ulsmma. Berkaitan dengan hal ini
terdapat dua golongan Ulama, golongan portama yang menyatakan kawin sirri
sah, sedangkan golonpan kedua yang menyatakan kawin sird tidak sah, yaita :

a. Golongan Pertama sdalah menurot Jumbur Ulama,
Bahwa, jika saksi yang hadir dipesan oleh pihak yang mengadakan akad nikah
agar merabasiakan dan tidak menyebarlusskan berita perkawinan kepada
khafayak ramai, maka pereswinannya tetap sah. Sebaliknya, meskipun
perkawinan itu di umumkan atau disebar hiaskan, tetapi ketika akad nikah
berlangsung tidak ada satupun saksi yang menyaksikannya, maka perkawinan
tersebut tidak ssh."™

1} Hadits Rasuluflsh SAW dari Tbau Abbag : “Pelacur yaitu perermopuan —

perempuan yang mengawinkan dirinya tanpa saksi, ¢

2). Dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda * Tidak sah perkawinan,

kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”.

*® Sayiti Thalib, Hukum Xelucrgs fndonesia, Universites Jodonesia, Jakerta, cet 5, 1986,
halég.
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Kata tidak sah disini, menunjukkan tentang raempersaksikan terjadinya
ijab gabul merupakan Syarat sah perkawinan.

3). Karena dikemudian hani dari perkawinan tersebut kahir ssorang anak
yang akan terlibat dalam hak kedua belah pihak yang menikah, maka
disyaratkan adanya saksi ketika akadnya, agar bapak dari anak tersebut
tidak dapat mengingkari keturunannya kelak.

Dalam hukum Islam, aked pernikshan adalah perbuatan hukum yeng sangat
penting dan mengandung akibat - akibat hukum serta konsekuensi -
konsekuensi tectentu sebagaimans yang telah ditetapkan dalam syari’at Islam,
Imarm Syafi’l, Abu Hanifah, ey Mundzir, mengatakan bahwa apabila tedjadi
akad nikah tetapi dirahasiakan dan mercka dipesan oleh si mempelai kepada
yang hadir agar merahasizkanaya pula, maka perkawinannys sah, feiapi
makruh karena menyalahi adanya perintah untuk mengumumkan pernikaban.
' Sabda Nabi Mubammad SA W dari Sitt Aisyah : “ Umumkanlah skad nikah
ini den laksanakanlah di masjiid seria ramaikan ish dengan memukul
rebana"(HR. at - Tumnudzi}

b. Golongan Kedus menganut Madzhab Maliki dan para sababainya,
Golongan kedun menyatakan bahwa saksi dalam perkawinan tidak wajib dan
cukup divmumkan saja sebelum terfadi persenggamaan. Tetapi jika sebelum
akad nikah diumumkan kepada khalsyak ramai, sudah terjadi persenggamaan
muaka pernikabarmya batal, meskipun seat akad nikah dibadiri oleh para sakst.
Pendapat ini berrumpu pada pemikiran ketiks memperbandingkan akad nikaly
yang dipersaksikannya tidak disebut secara tegas dalam Al - Qur’an dibaading
dengan ketentuan mengenai akad junl beli mu ‘affal ateu utang piuteng yang
disebut jelas dalam surat Al - Bagarah ayat 282, kalan yaog disebut yakni
saksi akad jual belt saja diternukan dalil menyatakan tidek wajib, maka untuk
yang tidak disebut — sebut dalam hal int saksi akad mikah tentu tidak wajib
juga.

Di Indonesia, Fatwa MUI mengenai kawin bawsh tangan atau dalam hat

ini kawin sirrl, Pendapat KH Ma’raf Amien, terkait masalah keabsshan kawin
sirri, bahwa pada awalnya kawin sirrd yang memenuhi rukun dan syarat sahnys

® ihid, hel72,
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perkawinan adalah sah, karena memenuhi syarai dan rukun nikah, adapun menjadi
haram karena sda yang menjadi korban. Dengan demikian, haramnya itu datang
belakangan. Pemikahannya sendiri tidak batal, tapi menjadi berdosa karena ada
orang yang ditelantarkan, sehingga dia berdosa karena mengorbankan istri aiau
anak. Sah tapi haram kalau sampai terjadi korban, *

2.2.2. Tiajauan Hukum Positif terbadap Kawin Sirri

Kawia sirri yang dalem pelaksamaan perkawinannyz telah memenuhi
ketentuan syari’at Islam dan dilakukan secara diam ~ diam ateu dirshasiakan dari
orang lain termasuk dari Pepawsi Pencatat Nikah (PPN) sehingga tidak
tercatatkan. Maka dapat dipshami bahwa perkawinan sipri hanya baru
mempemleh legalitas dan hukum Islam, meski sccars  hukum agama atay adat
istiadat dianggap sah, namun perkawinan vang dilakukan di luar pengetahuan dan
pengawssan pegawai pencaiat nikah (PPM) tidak memiliki kekuatan hukum dag
dianggap fidak sah dimata hukem, karena hanys gvamt materilinys saja yang
terpenubi schingps sclamanya oleh Megara dianggap fidak pemah terjadi
perkawinan, dengon ksta lain Negare tidak memberikan legalitasnya ates
perkawinan tersebut,

Menurut hukum positif’ nasional, perkawinan skan diakui dan mendapat
legalitas Negara jika memenuhi 2 (dus) syaral perkawinan vaitu terpenuhinya
syaral materiil dan syarat formil schagaimana diatur Pasal 2 ayst (1) dan (2) UU
No. 1 tabun 1974, Perkawinas yang tidak dicatatkan dipandang tidak memenuhi
ketentuan peraturan perundang — undangan dan sering menimbulkan dampak
pegative {mudiarral) terhadap iri dan atas anak yang dilahirkannya terkait
dengan hak - hak nereka seperti nafkah, hak waris dan sehagainys. Tuntuian
pemenuhan hak — hak tersebut manakala tevjadi sengketa akan suiit dipenuhi
akibat tidak adanya bukii catetan resmi perkawinan yang sah.

Sistem hukum positif nasional mengakui hukom  tidak  tertulis,
sebagaimana dalam Pasal 1338 BW Burgerlijk Wethoek atau Kitab Undang —
undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bshwa segala persetujuan yang disepakati

* Astonun NVam Sholeh, Forwa — fatwa Masalah Pernikahar dan Kefuarga, Flses,
Jakarta, ces-2, 2008, hal.148.
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dua orang atau lebih adalah berlaku sebagai undang — undang bagi mereka yang

membuatnya, sepanjang tidak berfentangan dengan undang — undang, kepatutan

dan moral.

Jika dibandingkan dengen pendapat Sayuti Thalib, SH mengenai tiga segi
pandang mengenai pengertian perkawinan yang telah dibehes sehelumnys, maka
sesungguhnya kawin simi dengan ftikad baik dalam pembahasan ini telah
memenuhi unsur — unsur tiga segi pandang dimaksud :

a. Dari segi hukum, kawin sirri sebagaimana dimaksud pada pembabasen ini :
Tidak melanggar ketentuan hukum mengenal syaral sah nya perkawinan,
dengan terpenuhinya ketentuan pasal 2 ayat 1 UU No.l Tohun 1974,

b. Dari segi sosial, tddak melanggar etika morsl, efika susila dan budays
masyarakat, hal yang membedakannya adalah tidak dilskukannya pencatatan
perkawinan, artinya bukan menyangkut syaret sah  disclenggarakannya
perkawinan,

¢. Dari segi apama, dengan menpedepankan terpenubinya nikun dan syarat
sshnya perkawinan menurst Hokum Islam, maka kewin s tidak
menggangen ketertiban umum,

Kawin sitri dengan itikad baik dalam pembahasan ini , adalzh yang
dilanpsungkan dengan memenubi rukun dan sysrat perkawings secara hukuns
agema Isiam, maka pads saat ‘ijab kebul® atau Akad nikah merupakan wujud
kesepakatan para pihak apalagi disaksikan saksi ~ sabesi dan wali perkawinan yang
dipersyacatkan secara Islam msupun Undang — wdang Perkawinan, yang
membedakannya banys mengenai pencatatan perkawinan, maka scpatutnys
memiliki konsckuensi hukwm sebapai perbustan hukum berdassrkan asas
konsensualitas, Momang benar, behwa hukum pada hakekatnya tidak
memperhatikan sikap batin manusia dalsm arti bahwa hukum tidak memberi
pedoman ientang baguimana seyogyanye batin mamigia ifu, Tetapi adakalanya
setciah terjadi snatu perbuatan lahir yang relevan bagi hukum kemudian hukem
mencampuri batin manusia joge, dongan mempermasalabkan unsur itikad baeik/
buruknya sescorang.

Teori hukum menyatakan bahwa yang dimaksud deagan perbuatan hukum
adalah tindakan seseorang yang dilakukan berdasarkan suatu ketentuan hukum,
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sehingga menimbuikan akibat hukurn. Sebaliknya suatu tindakan yang dilaloukan
tidak menurut aturen hukum tidek dapat dikatekan sebagai perbuatan bukum,
sekalipun tindakan itu belum tenty melawan hukum dan karenanya sama sekali
belum mempunyai akibat yang diakui dan dilindungi oleh hukum,

Dengan demikian suatu perkawinan baru dikataksn sebagai perbuatan
hukuwm (menurt hukum) apabils dilakukan menurut ketentuan bukum yang
berlaku secara positif. Ketentuan hekum yang mengatwr mengenai tata cara
demikian, mempunyai hak mendapat pengakuan dan perlindungan hukum atas
perkawinan itu sendiri, sehingga dengan demikian eksistensi perkawinan secara
yuridis formil diakui. Sejalan dengan kerangka teoritik distas, maka suaty akad
dalam perkawinan seh jika dilskukan dalam dua bentuk : Pervama akad
perkawinan semata - mata banya menurut aturan pasal 2 ayat (1) UU No.l Tahun
1974 ; Kedua akad perkawinan dilakukan menumut pasal 2 ayat (2) UU No.l
Tahun 1974 sevarm simulian,

Perkawinan sini merupaksan wujmd yang periama maka perkswinan
tersebut sah menurut ajaran agama sesuai dengan ketentuan pasat 2 ayat | UU
No.l Tahun 1974, namun belum termasuk kategori perbustan hukum schingga
belum mendapal pengakuan secara hukum. Perkawinan bam dikatakan sebagai
perhuatan hukum apabila memenuhi unsur tata cars hukum agama dan fata cara
pencatatan perkawinan hukum positif nasional, Kedua unsur tersebut herfimgsi
secara kumulatif dan bukan alternative. Unsur pertama berfungsi sebagni pertanda
sah dan unswr kedua scbagai pertanda perbustar hukum, schingps berakibat
hulcam, Perkawinan sieri bary memperoleh pertanda sah dan belum memperolch
tanda perbuatan hukum, sehingga belum menimbulkan akibat bukem.

Darl wraian diatas dapat disimpulkan bahwa tands sah (ketentusn svart
materiil perkawinan, pasal 2 avat | UU No. 1 Tahun 1974} dan tanda perbusatun
hukur (yakni ketentuan syarat formil Perkawinan, pasal 2 ayat 2 UU No, | Tabun
1974). Maka tanda perbuatan hukum tersebut vang menjadi syarat pengakuan dan
perlindungan terhadap tanda sab, Bahwa, jika skad daiem perkawinan menurat
hukurn agams Islam tidak dilakukan menurut kehendak unsur tats cara pencatatan
perkawinan, maka tidek akan memperoleh pengakuan dan perlindungan hukqem
terhadap akad perkawinan tersebut berupa perolehan akta perkawinan.
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Perkembangannya, perkawinan sirri yang felah dilangsungkan dapat
dimohonkar pencatatan perkawinannya pada Pegawei Pencatat Nikah (PPN,
Talak, Rujuk. Secara khusus pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam

didasarican pada ketentuzn yang berlakn dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menurut pasal 7 ayat (1) KH], idealnya sustu perkawinan harus dibuktikan
dengan akta perkawinan yang dibuat oleh Pegewai Pencatat Nikah, Namun jika
suatu perkawinao ternyata belum dicatatkan secara resmi, maka ayat ben‘ku:tnya
mieagatur secara jelas bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan aisu tidak bisa
dibuktikan dengan akia perkawinan, maka pasangan susmi istri ‘sind® yeng
beragama Islam dapat menempuh solusi yang telsh diakui kesbsahannya yaiin
melalui “itsbat nikat” {pesetapan kembali akad perkawinan). Dalam hal ini pasal
7 ayat {2) KHI menyatakan babwa * Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan
dengan Akta Mikeh / Akta kawin, dapat diajokan itshat nikah yang dapat diajukan
ke Pengadilan Agama.”, Pasat 7 ayat (33 KHYI memberikan batasan bahwa itshat
aikah yang dapat diajukan ke Penpadilan Agama sebagai berilcut ;

Dalany rangka penyelesaian perceraian.

Hilangnya skta nikah / akts kawin,

Adanya keraguan tentang sab atau tidaknya salah satu syarat perkawinan,
Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU nomor 1 tahun 1974,
Perkawinag yang dilakukan oleh mercka yang tidak mempunyal halangan
perkawinan menurut UL nomor 1 tahun 1974,

lisbat nikah henya dapat diajukan jika terpenuhinya salah satu stay beberapa unsur
tersebut.

Bagi pasangan kawin sirri tentunya menitik beratkan alasan penetapan
itsbat nikah berdasarkan slusan nomor 3 (odanya keraguan sch ateu tideknya
perkowinan), sebab sebagaimana dijelaskan distas bahwa kawin sirri cendenmg
mengandung pengertian sehagal perkawinan yang belum sepenuhnya memenuhi
syarat sahnya suatu perkawinan. Maka agar perkawinan sepenuhnya dianggap sah,
maka sebaiknya ditetapkan melalui {isbat nikah, schingga dapat dicatatken secara
resmi perkawinan tersebut. Dengan dicatatkannys perkawinan sirri tersebis,
pasangan kawin siri memiliki status hukum dan hubungan bukum lsyaknya
suami istri yang sah menurut hukum sgama dan Negara.

P oo e
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2.2.3. Anzk Sah Pan Tidak Sab Menurot Hukam Isfam
Salah saty misi syariat Islam adalah Aifien nesi terpeliharanya kesucian

keturunan manusia sebagai pemegang khalifsh di muka bumi. Ulama Figh
mengatakan bahws keturunan meropakan salah satu fondasi yang kokoh dalam
membina rumah tanpga yang bisa mengikatkan antar pribadi berdasarkan kesatuan
darah. Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah
SWT mensyari’atkan sdanya perkawinan. Pensyari’stan perkawinan memiliki
tuivan :

).  Memiliki keturunan {8nak) yang baik;

2}, Memelihara nasab ;

3).  Menphindari dird dari penyakit, dan ;

4). Menciptakan keluarga sakingh.

Hal tersebut, sebagaimana dalam Firman Allsh SWT, dalam surat al — Rum ayat
3 I

“ Dan dicssara 1anda — tanda kekuavamsya adalah Dia menciptakan uniukmu
istri - istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung don merasa  tentrean
kepudmiya, den dijadikermya dientara kamu  rasa  kasih  dan sayang.

Sesnggubnya pada yang demikion itu terdapat knda — tanda bogi keum yang
berpikir.”

Oleh karena ite agama Islam melarang adanya perziniaan. Hukum Islam
memberi sanksi yang berat terhadap perbuatun zina Karena zina dapat
mengekibatkan ketidakjelasan keturunan. Sehinggs ketiks lahir anak sebagai
skibat perbuatan zios, maka akan eds keraguan bapsk dari anak tersebut Dengan
adanya perkawinan maks setiep anak yang dilahitkan delam perkawinan, mutlak
menjadi anak dari suami #u, tanpa memeriukan pengakuan darinye, Ansk yang
Jabir di luar nikah mendapat julvkan masyarakat schagal ‘omak haram’ bal ini
menimbulkan gangguan psikologls bagi ansk, jugs mengenai hubungan nassb
antara ansk dengan bapak biclogisnya, dan berbagal akibat lainnya yang
merugikan baik bagt ansk itu sendiri maupun bagi thuaya. |

Dalam hukum Islam memapg terdapat pembagian status anak, tetapi bukan
berarti Islam teiah melakukan diskriminasi terhadsp ansk yang dilshirkan, Prinsip
Islam pada dasar tegas, bahwa setiap anak yang dilahirkan sdalab berstatus firroh,
sabda Nabi Mohammad SAW : © Tiap — tiap anak vang dilshirkan menurut
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filrabniya (bersth), orang yang menfadikannys Yahudi, Nasreni, atau Majesi”
{HR. Bukhari dan Mustim)

Namun demikian Islam memiliki kepentingan hukom untuk mengator hal
~ hal yang berkaitan dengan hubungan darah (naseb) manusia. Secara geris besar
Islam membagi status anak dalam 2 (dua) kategori, yakni : anak syer'/ dan anak
thabi'ty. Anak syar’i berarti anak sab yang memiliki hubungan nasab deengan
kedua orang fua nya. Sedangkan anak rhabi’iy adalah anak tidah sah, yang hanya
memiliki hubungan nasab dengan jbunya saja, tidek dengan orang tua laki ~
lakinya,

a. Anak Sypar’iy /Anck sah
Ulama Figh scpakat bahwa seorang anak dapat ditetapkan sebagai anak
syar iy stau sah melalad 3 {tiga) cara yaitu ;
a). Melalui perkawinan yang sah,
b} Melalui pengakuan,
¢} Melalui alat bukti
ad.q). Melalui Perkawinan yang sah, dalam hal ini ada 3 kategori yang termasuk
sal

{a). Ansk Yang Labir Dari Perkawinan Sah:

Jumhur Ulama sepakst menvatakan bahwa anak yang lehir dari

scorang wanita dalam suatu perkawinan yang sab dinasabkan kepada

suami wanita tersebut. Untuk el ini disyaraikan 4 {ompat) hal
schagni berikut ;

Periama, Hamilnya istri dari suaminya itu meropakan suaty hal
yang mungkin artinya stami tersehot seorang laki — Iaki
yang baligh dan mampu berketurunan,

Kedua,  Anak im dilahitken 6 {enam) bulan seteldh teriadi
persenggamasn antara suami st (meswrut  jumbur
Ulama) atau seielah perkawinan (menurut Madzhsb
Hanafi} dasar kesepakatan ini diambil dari ketentvan nash
Al Quran :

“ Kami perintahken kepada mamesis supaya berbuas balk
kepada kedua orang ta ibu  bapabwya  hunya
mengandungrya  dengan  swsah payah  pula. Dan
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mengandungrya sampal menyapihmva adolah 30 (tiga
pulubj balan,. (OS. Al -Abgaf:15)"

Dihubungkan dengan surat Al Lugman: 14:

* Dan Kami perintahkon kepada monusia (berbuat baik)
thepada dua orang (ibu bapakmya), ibunya telah
mengandingnya dolam keadaan lemah yang bertambah —
tambuh den menyapiknya dolam 2 tahun,.. {OS.Al -
Lugman :14;°

Dari perpaduan ketersngan 30 bulan untk mass
mengandung plus menyapili menunst Surat Al —~ Algaf
dan 24 bulen masa menyapib, menurut Surat Al —
Lagmaen, diperoieh selisth angks 6 {enam) bulan masa
kehamilan wanita.

Istri melahirkan anaknya sebelum habis masa maksimal
kehamilan (2 tahun) menurut Madzhab Haoafi, (4 tahunj
menurut IMadzhab Syafi’] dan Hambali, 5 tabun menurut
Madzhab Maliki). Terhitung dari tanggel percerafannya
batk cerai menurut talak Raj’l maupun tslak kematian
suaminya.

Suami istri minimal pernah bertemuy satu kali setelah akad
nikah. Ulama Madzhab Hanafi berpendapat behwa
periemusn berdasarkan perkiraan menuvrut logika bisa saja
terjadi.Oleh sebab itn apabila wanits tersebut hamil,
selama & {enam) bulan sejak ia diperkimkan berfemu
dengan suaminya, maka anak yang akan lakir ite sah.
Misalnya, pria Baret menikeh depgan wanita Thme.
Sudah 1 (saty) tabun mereka tidak bertemu, tetapi lahir
anak seielab 6 (enam) bulan perntkahan, Namun logika
ini di tolak oleh Jumbur Ulame Menurut mercka
kehamilan bisa terjadi apabila pasangan suami istri
tersebut dapat bertemu secars actval dan memungkinkan
bagi mereka untuk bersenggama.
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(b). Anak yang dilahirkan dalam pernikaban Fasid :
Sebehun dinyatakan kefasid-annya, jika pernikahan yang telah
dilangsungkan oleh seseorang karena kekhilafan dan ketidak tahuan
atau tidak sengaja maka ketika diketahui kekhilafen itu pemikahan
harus dibatalkan, Pelakimya itu dipandang tidak bherdosa, jika terjadi
persetubuhien maka itw dipandang bukan sebagai perzinaan, Istri
waiib beriddsh jlks pemikahen i dibatalken.dan ansk yang
dilahirkan dari pernikaban ini dipandang scbagal anak sab vang
bernasab kepada ayah ibunya. Hal ini sclaras dengan ketentuan
Undang — undang No. 1 tabun 1974 Pasal 28 dan Pasal 75 KHL
Yang berbunyi : Pulusan pengadilan tentang pembatalan pernikahan
tidak berlaku surut terhodap ansk - anak. Yang dilahirkan dari
perniiahan tersebut. Dengsn demikian penetapan nasab amak vang
lahir dafam pernikahan fasid sama depgasn penentapan ansk dalam
permikahan sah,

{c). Anak yang dilabirkan akibat hubungan subhat {wath'i) :
Adalsh anak hubungan senggama yang subhat teriadi bukan dalam
pernikahan yang sab afsu fasid, dan buken pula perbustan zina
Wath’i Subhat ferjadi akibat kesalah fabaman atau kesalahan
informasi. Misaipys, dalam keadaan malam yang sangat gelap,
seorang  Joki — laki enyengpamal scorang wanita dirumahaya
ksrena mengirs bahwa wanita ity istrinya. Dalem kasus seperti ini,
apabila wanita ftu melshirkan 6 bulan atan Jebih (dalam masa
maksima! kehamilan) setelah terjadinya senggams terschul. Maka
anak yang lghir itu sah yakni diinsafkan kepada Iski — laki yang
menyetubuhinya,

alb). Melali Pengakaan
Seorang anak dapat ditctapkan menjadi anek sah / syar’i melajui

pengakuan yang biasa discbut «f ikreru bin nasab yaitu seorang laki — laki

mengakui bahwa seorang anak kecil adaleh anaknya, stan sebaliknya

seorang anak yang telah baligh (menurut Jumbur Ulama) atey mumayyiz

{mmenurpt Madzhab Hanafi} mengakui seorang laki — laki ~ laki adalah
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ayahnys. Untuk mewujudkan hubungan nasab melatui pengakuan ini haras
memenuhi syarat — syarat berikut ;

{al.Anak ita tidsk jclas nasabnya, tidak dikethui ayabmys, tetapi
apabila diketabui ayahnya, maka pengakuan itu batal.

{b). Pengakuan itm logis, maksudnya seorang yang mengaku sebagai
bapaknya usianya berbeda jaub dari usia anak yang diakuinya.

(e). Jika anak itw telah baligh / berakal (menurut Jumhur Ulama) atau
telah mumayviz {menurut Madzhab Hanafi) maka ansk i
membenarkan pengakuan laki — laki tersebut.

{dy.Laki — laki yang mengakuri nasab ito menyangka! behwa aruk it
adalah apak nya dari hasil perzinaan.

ad.c). Melalul alat bukii

Keturunsan dapat juga ditetapkan bedasarkan adanya bukti vang sah
menurut agama yaity saksi — sakst yang terdini dari 2 {dua) orang laki -
lakd atau satu orang laki — laki dan 2 dua orang perempuan, Hal ini berlaku
untuk keturunan yang langsung dan tidak langsung. Misalnya seorang laki
— laki mengemukakan pengakuwannya bahwa si A adalah snaknya atay
cucunya. Tetepi si A sendiri membantah pengskuannya itu, maka bapak
yang mengakui tadi boleh menguatkan pengakuannya dengan bukii yang
sah, berupa saksi — saksi yang lengkap selanjutnya bakim akan menerima
pengakuan ity dan mengtapkan sabaya hubungan itu,

b Anak ThabPly / Tidok sah
Anak tidak sah adalah anak yang dilehirken dari hubungan persetubuhan
diluar nikeh atan hasil bubungan zine atau bukan hasil pembuzhan suami ssh
dari istri yang melahirkan, Anask yang tidak ssh hanya mempunyai hubungan
nasab dengan ibu dan keluarga yang melahirkan, karena Mu hak kewajiban
hanya lahir dalam hubungan antara anak dan fbunya. Disamping itu ada beberupa
kriteria Inin, sehingga seorang bersiatus sebagat anak Thabi’iy/tidak sah, yaitu
sebagai berikut
8). Anuk yang dilahirkan kurang dari 6 bulan terhitung sejak sctelah perkawinan
(menurut Madzhab Harafi} atan setelah terjadinya persenggamaan antar suami
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istri menurut Jumbur Ulama, kecuali apabila suami tersebut mengakuinya dan

pengakuan ini harus disrfikan sebagai pernyataan bahwa wanita it hamil

sebelum akad nikah, Inilah yang dirumuskan dalam KHI Pasal 99 {3) yang
berbunyi

“Anak yong sah adalah anok yoang ditghivkan dalam atan akibat deri

perkawinan vang sah. Dari romusan tersebul, tampok babwa KET membuka

kemungkinan bagi tertampungrya anok yang lakir akibot perlawinan bamil
kedalampengertian cnok sah, meskipun anak tersebut dilahirkan bebgrapa
kori setelph dilakukan perkawinan orang tuanya secara sah.”

Menunst jumbur Ulama apshila seorang anak lakir melebibi wakitu maksimal

kehamilan yang diperhitungkan scjak terjadinye perceraian baik cerai tersebut

melsini talak @i’ manpun talak be’in ataw kematian suami, make anak
tersebut berstatus sebagai anak thabi’iy / ansk tidak sah.

Anak yang diingkari keabsshannya oleh secrang suami karena in merasa

bahwa kehamifan istrinya fhu bukan dart sperma miliknya  Untuk

pengingkaran ini barus memenuhi salah sata dari 3 tiga hal berikut ind :

1). seami melihat istrinya berzina, sedang suami tidak mampy mengajukan
alat bukti saksi sebanyak 4 orang yang melihat langsung peristiwa
tersebut.

2). Sorang laki ~ lski melakukan skad nikah dengan seorang wanita
Kemudisn dalam wakie kurang 6 bulan wanita tersebut melahir anak,

3). Suami yang sejek bersetubuhan terakhir sudah berjalan 2 atau 4 atan 5
tabun (berdasarkan Madzhab masing- masing), tiba ~ tiba istrinya hamil

2.2.4, Anak Ssh Dan Tidak Ssh Menurut Hukuns Positif

Sebagaimans dalam hukum Islam, bukum positif pun mengatur status anak

dalam pasal 42,43 dan 44 UU No.l tahun 1974, mengensl 2 macam status anak

&

yaihy anak sah dan anak luar kawin (anek tidak sah).

Anak Sak :
Ansk sah, sah dalam arti yang sempurna adalah anak menurut darshnye

adalah keturunan dari orang tus yang kawin secara sah, Mengenai anak yang saht
ini, tepatnya dinyatakan dalam Pasal 42 ayat 1 UU No.l tahus 1974, yang
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berbunyi : * Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebapai akibat
perkawinan yanp sah.”

Memperhatikan Pasal 42 UU No.1 tabhun 1974, tampak bahwa Undang —
ungang memberikan foleransi hukum kepada anak yang lahir dolam perkawinan
yang sah, meskipun jarak antara perkawinan dan kelahiran anak, kurang dari batas
tenggang wakfu minimal kendungan, Jadi selams bayi vang dikandung tadi lahir
pada sat ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah. Maka znak tersebut adalah
sah. Dengan ketentuan tidak ada pengingkaran dari pihak suami. Aksn lain haloya
apabila Pasal 42 Ul No.l tahun 1974 int menghapuskan kata dolam sehingga
hanya berbunyi : * Anak sah adalah anak yang dilahirkan akibat dari perkawinan
yang sah.” Maka anak yang lahir akibat hamil diluar nikah tidak mungkin masuk
dalam pengertian anak sah. Karena jelas *benih janin’ tersehut diluar perkawinan
yang sah. Sama dengan hukam adapt, UU No. i &abun 1974, tidak mengatur batas
minima!l wsia kandungan, baik dalam pasal — pasalnya maupun dalam
penjelasannya. Lain halnya dengan hukum Isiam manpun bukum Kitab Undang —
undang Hukwn Perdata yang meayebut, tenggang waktn kehamilan scorang
wanits unhuk dapat meaentukan ke sal an anaknya. Sebagai anak yang sah, maka
mempunyai hubungan nasab atau hubungan darah dengan kedua orang tuanya,
sehingga secara otomatis muncui hubuogan hukum atsu hubungan keperdataan
diantara ansk dan kedua orsng fuanya itu. Hubungan bukum disini adalsh
hubungan huknm yang diatur oleh hukum yang melipufi 2 (dua} hal yaitu : hak
dan kewsaithan, Mengenai hak dan kewajiban antara orang fisa dan anak diabe
dalam Pasal 45 ~49 UU No.1 tabun 1974,

b Anak Tidak Sak

Kalan sebelumnya kita tefsh membicarakan sescorang yang dianggap
sehagai anak yang sah secara hukum. Maka sekarang yang akan dibahas mengenai
seseorang anak yang tidak mempeayai hubungan nasab dengan bapak, melainken
dengan ibuaya saja. Memang sekilas terase ganjil, sebab secara biologis, anak
tidak akan izhir tanpa adanya laki - laki yang menjadi bapak yang berperan
membuahi rahim ibu yang melahirkannya. Sudah merupakan kodrat dalam alam
bahwa seitap anak yang dilahitkan scorang ibu pasti ada secrang bapak yang
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perbuatan yang telah iz lakukan kepada seorang wanita. Sehingga banyak anak
vang dilahirkan tanpa diketabui siapa bapaknya. Oleh karema iu menurut
ketentuan hukum anak tersebut di cap sebagai anak tidak sah {anak luar kewin).
Konsep fersebut sejalan dengan hukum Islam dan hukum adat. Dimana anak
diberi status keperdataan yang jelas, meskipun hanya denpan ibu dan kelvarga
ibunya saja, berbeda dengan ketentuan KUH Perdata (BW)} yang wenyastakan
bahwa anak luar kawin bhanya mempunyai hubungan keperdataen dengan ibw/
bapak vang mengakui nya saia. Jadi dimungkinkan seorang ansk Juar kawin fidak
dialoni eleh kedsuanya, baik oleh ibunya maupun dengan bapaknya.

Pasal iain vang mengatur tentang anak tidak sah adalah Pasal 44 UU No.1 tshan
1974 berbunyi :

(1} Seoranyg suami dapat menyanghal sohmya anak yang ditubivkan oleh istrinya
bilaman ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzing dan anak itu
akibat dari perzinaan tersebut.

{2} Pengadilan memberikan Putuson tentang sah aten lidakwya anak atas
permintann pihak yang herkepentingon.

Dari rurnusan pusal ind dapat dipahami bahwa anak tidak sah adalah seorang anak

yang diingkari keabsahan nya oleh seorang seamn. Karena istrinya telsh berzina
dan dapat dibuktikan di Pengadilan/hakim bahwa ansk itu adalab hasil dan
perbuatan zina istrinya.

2.2.5. Status Ansk Dari Kawin Sieri Menurut Hakam Islam
Untok menpetabui siatus anak vang lahir dari gikah sirri sangat erat
kaitannya dengan statas pernjkahan siryd itu sendiri. Sebab sah atau tidaknya suam
pemikaban ity membawa akibat hukum yang cukup Juas, salah satunya adalah
mengenai status anak yang lahir dan pernikaban tersebut. Menurut Jumbur Ulama
pada garis besarmya akad nikah adalak 2 {(Gua) macam yzitu -
a). Akad yang sah sempums yakni akad yang telah memenuhi semuza rukun dan
syarat sahnya nikah,
b). Akad yang rusak dan batal yakni akad vang salah satu rukun atau sysrat
sahnya nikah tidak dipenuhi.
Telah dibahas sebelumnya, bagaitoans persepsi hulcum Islam terhadap
status nikah sirdl. Memang ieradi perselisihen pendapat dikalangan Ulama
mengenai status hukomaya. Namup penulis lebih cenderung pada pendapat
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Jumbur Ulama (disntara pendapat Jmam Syafi’l, henafi dan Hambali} yang
menyatakan Nikah sirm adalsh nikah yang sahb, karena telah terpenuhi syarat dan
rukun nikah, walaupun atas permintaan pihak yang mengadakan akad nikah,
pernikahannya dieahagiakan atay tidak diseharluaskan pada khalayak ramal
Dengan demikian oiksh sirri termasuk dalam kategori akad yang sah sempurua,
maka secara otomatis dapat diketahui status anak dari nikah sirri adalah anak yang
sah/anuk syar’i artinya anak fersebut mempunyai hubungan nasab baik dngan
ibunya maupun bapaknya. Ketentuan ini berdasarkan kepada kesepakatan jurbur

{Uitama vang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan dan seorang wanita dalam

suatu pernikahan yaog sab adalah anak sab/syar' dan dengan sendirinya memitiki

hubungan nasab dengan suami wanita tersebut, asalkan memenuhi beberapa syarat
berikut :

a). hamiinya Istri dari suaminya itu merupakan suatu hal yang mongkin artinya
suami{ tersebut seorang laki- laki yang baligh dan mampu memberi
keturnnan,

b).  Anzk itu dilahirkan 6 bulap setelah terjadi persenggamaan antars seand st
megnnd jumbur Ulams stau setelah petkawinan menurut Madzhab HanaB.

¢). Istri melahirkan anaknya sebelure habis masa kehamilan (2) tshun memirut
madzhat Hanafi, 4 tahun madzhad syafi™d dan hambali, 5 tahun menurut
madzhab maliki, terhitung dari tanggal porceraiannys baik cerai talak ma’i
maupun talek ba’in kemetian Suaminya,

dy  Suami istri minimal pemah berfemu satu kali getelah akad nikeh, menurut
Jumbur [Nama perfesmian tersebnf secara actual das memunpkinkan bagi
mereks untuk bersenggama.

Ditegaskan dalams hadils rasnlullah SAW : “ Dari abi Hureairah, bersabda,

Rasulullah SAW : “Anak fu adalah menjadi mailik orang yang mempunyai tempat

tidur, adapun yang melskukan zina maka dilempari baty (hokuman cajam).”

Maksud hadits ini seorang anak mempunyai hubungso nasab dan svami

perempuan yang telah melahirkannya dalam perkawinan yang sah. Sedangkan

kalau perempuan itu tidak berhubungan dengan swami yang sah. Maka ja telsh
berzina dan ketentuan yang diberdakukan untuk perempuan itu adalah hokum
rajam, sementara mengenai anak itu harus dinasabkan ke laki - Jaki yang mana
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tidak disebutkan dan fidak diteniukan sama sekali. Karena ihu, anak dari mkah
sirmi yang dimaksud dalam pembahasan ini merupakan anak syar’] atau anak sah
maka muncud hubungan hukem yang mengikat berupa hak dan kewajiban antara
ansk dengan kedua orang tuanya.

2.2,6. Statoy Anak Dari Kawin Sirri Meaurat Hukum Positif

Selaras dengan hukura Islam, hukum positf vang berlaku 4i Indonesia pun
mengaitkan mengenai sab tidaknya status seorang anak dengan status perkawinan
itu sendirf. Dengan kata lain, secara mutlak sah atau tidaknya suatu perkawinan
menumt perspekii{ hukum positif akan sangat mempengaruhi status anak yang
lahir dari perkawinan tersebut, S¢bagaimana yang telah penulis paparkan pada
pembahasan sebelumnya, babwa dalam perspek€if hukum positif, perkawinan baru
dikatakan sebagai perbuatan hukum apabila memenuhi ketentuan U1 No,1 tahun
1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 2 ayat (1) dan syat (2). Ayat I nya
moerupakan gusur tatacars hukun agama yang berperan sebagal pectanda sah, dan
ayal 2 nya merupakan unsur tatacara pencatatan niksh vang berperan sebagai
tanda sah perbusatan hukum, Kedua vnsur tersebut berfungsi secara kumulatif dan
saling melengkapi satu sama lain, karena nya tanda sah perbuatan hukum menjadi
syarat pengakuan dan perlindungan ks terthadap fanda sah. Scbagal
pernikahan yang dimhasiakan , nikabh sirri banya barc mendapatkan tanda sab
karena memenuhi ketentuay pasal 2 ayat (1) ULI No.1 tahun 1974

Dan tidak mendapatkan tanda sah perbuatan bhukum ksrena tidek
memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat {2} Ul No.l1 iahan 1974, Oleh karena itu
pernikghan terebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan dianggsp oleh Negara
tidsk pernah ada suaty pernikahan selama belum dicatatkan dengan demikian,
jelasiah bahwa nikah sirei meropakan pemikahan yang tidak diakui dan dianggap
tidak pernah ada oleh Nepara. Sehingga status anak yang lahir dard nikah simi
adalah anak tidak sah atau anak Juae kawin. Hal ini didasarkan pada ketentuan
yang terdapat dalam U No.l tabun 1974 Pasal 43 ayat {1} yang berbunyi :
Ansk yang dilahirken diluar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan
ibunya dan keluarga ibunya.” Dengan demikian dapat dipahami bahwa anak yang
fahir dari kawin sieri sama dengaa anak yang dilshirkan diluar nikah dan jelas
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berstatus sebagai anak tidak sah. Anak tersebut hanya hubungen nasab dengan ibu
dan keluarga ibunya, karena itu bubupgan hukum atau hubungan perdata berupa
hak dan kewajiban hanys lahir dalam hubungan antara anak dengan ibunya dan
keluarga si ibu. Konsep ini sejalan dengan hukum Islam dan bukum adat, namun
berbeda dengan ketentuan Kitab Undang - undang Hukum Perdata (BW) vang
menyatakan bahwa anzk luar nikah tidak mempunyai hubmgan hukumsecara
perdata baik depgan ibunya maupun dengan bapaknya. Kecuali jika salah satu
atau keduanya mengakui anak tersebut,

2.3 Akta Kelahiran

Suatu Akta ialah suatu fulisan vang semsta — mota dibuat untuk
membukitkan suatn “hal” atau ‘peristiwa’, karenanya suatu zkta harus selalu
ditanda tangani. Akta olentik rerupakan akta yang dibuat oleh pejabat wmum
yang menurut undang ~ undang ditugaskan untek membuat it 4i wilayah yang
merupakan kewenangannya, Akis otentik memiliki kekuatan hukum vang tidak
hanya bagi st pemegangnya, mekzinkan jugs berlaku terbadap pihak ketiga, maka
akta otentik merupakan cara pembukiian yang paling utama, dad alt bukd
lainnya.

Akta kelahiran adalab akta catatan sipfl yang memuat tentang peristiwa
kelabiran. Akta yang wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana
di tempat terjadinya peristiwa kelahiran, paling lama 60 (enam puluh) hari sejak
kelahiman {Pasal 27 Undang - undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan). Adapun akta kelshuran berdasarkan hukum positif nasional
adalgh :

a). Pasal 55 ayat 1 UlJ No.1 tabun 1974, menyatakan bahwa : * Asal usul
seorang anak hanya dapat dibukiikan dengan akta kelahiran yang
otentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.”

b}. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam (KHI} disehutkan bahws * Asal
usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengen akta kelahiran atau
alat bukti lainnya.” Tanpa adanya bukt tersebut, maka bubungan anak
dengan ayah tidak dapat diperkarakan memurut hukum.”
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¢} Pasal 261 Kitsh Undang — undang Hukum Perdata @ ** Keturunan anak
— anak yang sah dapat dibuktikan dengan akta — akta kelshiran mereka,
sekadar telah dibukekan dalam register Catatan Sipil. *

Sehagaimans disebutkan “berdasarkan” keturunan, dalam akia kelahiran
memuat ¢ nama anak yang dilahirkan, fempat dan waktu dilahirkan ; han, tanggal,
bulan dan tahun (dihubunpkan dengan status perkawinan) dari perempuan yang
melahickan ank i, menentukan hubungan anak itu dengan svarmi dari 1bu anzk,
Pasal 253 Kitab Undang — undang Hukum Perdata, nama ibu, nama bapak (jika
ada), status anak, anak ke- berspa, ditetapkan oleh Kastor Catatan Sipil,
berdasarkan data — data tersebut, maka Akta Kelahitan merupskan Alat Bukti
bahwa seorang anak yang namanya disebutkan disana adalah keturunan dasi orang
atau orang - orang yang disebutkan didalamays. *' Dengen demikian, akia
kelzhiran tidak hanya memuat penstiwa kelahiran saja, jugas memberikan siaius
sah atau tidaknya anak, bahwa apakah anak mermpunyai hubungan perdata dengan
ibunya dan keluargs ibunya saja, atsn anak mempunyai hubungan dengsn bapak
dan ibunya, bahkan anak bisa tidak mempnnyai hubungan hakem dengan bapak
dan ihunya,

Betapa besar peran Kantor Catatan Sipil dalam hal ini, mengingat
kewenanpannya terhadap penerbitan akia kelahiran yang tidak sckedar mencatat
peristiwa kelahiran, namun juga menetapkan status hukun anak, mengenal sah
atau Hdaknya anak terssbut,

2.3.1. Sistemn Hokum Nagional Testang Keluarga Dan Perkawinan
Dalam sistem hukum pagional, hukum yang mengatur {entang keluarga
dan perkawinan sebagai berkut
2. Kitab Undang ~ undang Hulaun Perdata :
}). Hukum keluarga yaog mengatur kelusrga sedarah berdasarkan
keturunan dalam Pasal 290 , 291, 292, 293 dan pasal 294 Kitab
Undang — undang Hukum Perdata,

3 Batam pasa 205 BW Belaia dikatakan, babwa; Dalsm bal tdak ada aiaa kelahiran, maka
ksturunan seomang ansk soh dibuktikan dengan dipunyainys kedudukan nyata sebagat anak
saft. Dart ketentuan tersebut kita bisa simpulian, bahwa akta kelahiran merapakan bukti
keturunar; . Samio, Hukom kelusrga tentang kedudukan anak dalam wmdeng - vadang, hal.87
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2). Sedangkan Hukum kelnarpa yang mengatur keluarga berdasarkan
perkawinan diatur dalam Pasal 293, 295,296 dan pasal 297 Kitab
Undang - undang Hukum Perdata.

b. Undang — undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan :

1). Kedudukan anak, sebagaimana dalam Pasal 42, 43 dan 44 UU
Perkawinan.

2}.  Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte
kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang
herwenang, Bab XJI, Bagian pertama tentang pembuktian asal usul

anak, Pasal 55 ayat 1.

3). Hak dan Kewajiban orang tua dan anak, diatur dalam Pasal 45,
46,4748 dan 49 Ul Perkawinan,

4). Perwalian, dalam Pasal 50,51,52,52 dan 54 UU Nomeor. 1 / tahun
1974.

c. Undang —~ undang Nomor 10 tshun 1992 tenfang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejabtera

iy Yang dimaksud dengan kelnarga dalam pasal 1 sub-10 : Unit terkecl]
dalam masyarakat yang terdin dari swami istri, atau suami st dan
anaknya, atey ayah dap anaknya, atan ibu dan anaknys,

2). Keluarga sejahtera, menurut pasal 1 sub-11 adaish keluarga yang
dibentuk berdasarkan perkawinan yang ssh  yang memenuhi
kebutuhan hidup spiritual dap matertil yang layak, bertagwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan
seimbang amtar anggota dan antar kelvarga dengan masyarskat dan
tingkungan,

Pasal 2035 Kitsb Undang — undang hukurn Perdata mengatakan : Dalam hal
tidak ada aktz kclahiran, maka keturunan seorang anak szh dibuktikan dengan
dipunyainys kedudukan nyata sebagai anak sah. Dari ketentuan tersebut, bahwa
akta kelahiran merupskan bukii kelurunan Bagl pemerinteh, akia kelahiran
membaniu menelusuri statistik demografis, kecenderungan dan kesenjangan
kesehatan. Dengan data yang komprehensif maka perencanaan dan pelaksanaan
kebijakan-kebijakan serta program pembanguman pun akan lebih akurat
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Terutama yang menvangkut keschatan, pendidikan, perumahan, air, kebersihan
dan peketjaan. Namun fongsinya yang esensial atas akta kelahiran adalah untuk
melindungi hak anak menyangkut identitasnya. Pendaflaran kelahiran menjadi
satp mekanisme pencalatan sipil yang cfekif karena ads pengakuan eksistensi
geseorang secara hukum, Pencatatan ini memungkinkan anak mendapatkan akte
kelahiran. katan keluarge si anak dengan orang tuapun menjadi jelas. Artinya
catatan hidup seseorang dari iahir, perkawinap hingga mati juga meniadi jelas.
Dengan beberapa prosedur dan syarat — gyarat sebapaimana tersebut diatas
sebhelumnya, dapat disimpulkan bahwa kedudukan anak sah atau tidaknya sangat
bergantung pada status perkawinan Kedua orang tnanya, yang didasarken pada
bukti perkawinan vaitu akta/surat kawin,

Jiks tidak memiliks Alda Perkawican/Surat Nikah, maka angk tersebut
akan mengikuti kewarganegarzan dan nama keluarga/marga dari jalur garis
keturunan hurus kearal afas dari Ibunya. Dan dalam hal ini, Sang Ibu harus bisa
memahami dengan ielas urntan leluhur dari silzsilab pama keluargs/marganys
sendiri, karena sebenarnya penjelasan semua dokumen adalah saling terkail satu

sama hiin,

2.3.2. Prosedur, Tata Cara Dan Syvarat Pembuatan Akta Kelahiran
Dialam {ata cara pembuatan akta kelalaran sistent hukum membedakan
kedudukan atas anak sah dan ansk tidak sah 4iau anak Juar kawin dengan
mendasarkan status perkawinan, Adapun syarat-syarat memperoleh akia
a). Surat Keterangan Kelahiran dari - Dokter Asli / Bidan Asli / Dukun Ashi
yang disahkan keluraban / Desa
b} Surat Kelahivan Dari Kelurahan Asli
¢}, foto Copy Surat Nikah / akta Perkawinan Orang Toa
3. Folo copy Kartu Susunan Kefuarga
e). Foto Copy XTP orang tua yang masih berlaku
). Foto Copy SBKRI / Ganti Nama bagi WK1 Ketutunan
g). Foto Copy Surat Imigrasi / Pasport bagi WNA
h). Menghadiskan 2 orang saksi yang berumur 21 tahun keatas beseria Foto
' Copy KTP yang masih berlaku
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Klasifikasi svarat kelenpkapan data - data yang dibutuhkan untuk pembuatan
sebuah Akte Kelahiran secara Catatan 8ipil adalah sebagai berikut :

Data akte yg
No | Yang memiliki Akta Yang tidak memiliki akia
dibutuhkan
R Pernikahan pernikahan
Akte Pernikahan /
i Ya none (tidak ada)
KLIA
Kartu Tanda
2. va, milik Aysh & lbu hanya milik fbu
Pendoduk
3. Kartu Keluarga ya, milik Ayah & fbu hanya milfik ibu
4, Akte Kelghiran ya, milik Ayah & Tbu hanya milik Thu
5. Surat Ganti Nama jika ada
¢ Surst Keterangan
" Lahir si Kecil dari
Bidan / Dokter /
Rumah Sakit, etc.
; Surat Pengantar dari
" Kelurahan
hanya milik Ayah »
SBKRI/SKKRI/ .. Hanya milik Ibu (boleh
8. {boleh pinjon milik ; n
Whiatau K-1/08 pinjam milik Orang Tos
Orang Tua Aysh -
19 Tbu menurut silsifah
meavrut silstlah :
{(diperuntukan hanya keturunan dengan gags
. keturunan dengan
bagi 1917 & 1849) : keatas})
paris keatas)
9. Passport/ ID Card
i iika dimiota
(hanya bagi 1849)
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2.33. Akta Perkawinan Schagai Dasar Penerbitan Akis Kelahiran

Akta perkawinan dan kelahiran yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil,
berlaku sehagal akia otentik karenanya mempunyai kekustan pembuktisn yang
sermpurna {veliedig), termasek salipan atau kutipannya {pasal 1868, pasal 1871
KUH Perdata jo pasal 25 C.8.E pasal 27 C.8.7, pasal 22 C5.1 dan pasal 24
C.8.KD). Bag penduduk Indonesia vang beragama Islam, khusus Pencatatan
Pertkawinannya dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan sebagsimana
dalam UU No. 32 tahun 1954 vaitu di Kantor Urusan Agama.

Bilamana akta perkawinan tersebut tidak ada/hilang maka untuk
membuktikan perkawinan orang ua dapat dibuktikan denpgan alat bukti lain,
tergantung hakim yang memeriksanya. =

Yang dimaksud dengan bukti Iain tersebut adalah yang telgh memperoleh
putusan hakim tetap. Maka jika putusan Pengadilan Agama dan atau pengadilan
lainnya memutuskan sabnya suatu perkawinan, maka putusan tersebut adalsh
bukti lain sebagaimana dimaksud, artinya keputusan hakim ini, menetapkan
sahnys perkawinan dimaksud.

Terkait dengan ‘bukti lain® {putusan hakim} yaeg diterbitkan, dapat
digunaksn sebagai dasar pencatatan perkawinan. Maka perkawinan yang teiah
dilangsungkan tersebul, kedudukannya dalare bukuen Negara menjadi perkawinan
yang sah karena memenuhi syarat materiil dan formil.

2.34. Akts Kelahiran Bagi Ansk Hasil Kawin Sirri
Pada dasarnya, hakekat kelahiran seorang anak adslah skibat perbuatan
atan atas dasar peran kedua orang fusnya, kKarens tdak mungkin dilahirkan

= ; detigae syarat - syarat sebagai borikut ©

a.  Tomysts bahwa tidek ada Ingi deflar catatan sipit yany memuat akie perkawinan orang
tun fersebut, atan daflar terschyt hilang alaw dalam doftar catatan ¢ipil ddsk terdapat
daflar perkawinan vang sadang diperikss,

b, Orang ton tecsebid harns mempunyai kedudukan lahir sebagaimans layaknya susmi fsbd,
{pasal 100K UH perdesin), selaniatnya pasal 103 KUH Perdate susaentukan 1 pertimbangan
hakim fentzng cukuptidakmya bokid tenlang adenys perkawinan i asal sala hubungan
selaku suawd istrt felas nampek sdusya,

: Prof, Wahyono Darmshesia, SH.MH, Hidaun Perlawinan memrot K1 Perdata) ks 7 hsld4,
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seorang anak davi seorsng  ibu  ifanpa adanya seomang  lolaki, yang
mengakibatkanoya  mengandung, hingga wmelshirkan ansk. Namun pade
kenyataannya, beberapa peraturan perundang - undangan mendalilkan demildan -
Sistem hukum nasionai mengatur beberapa hal penting mengenai kedudukan
hukumn ansk, yang dituangkan dalam akta kelshiran, sebagaimanag Pasal 261 KUH
Perdata, yaitu :
a. Keturunan;
b. Anzk yang sab;
¢. Dapat dibukiilan (;dengan akta kelahiran);
d. Dibukukan, dalam register Catatan Sipil;
ad.a. Permaknaan Undang — undang atas Keturanan; menyangkut tentang asal usul
seseorang, atas
a}. Hubungan darah oratg tua yang telah membenihkan ansk yang
dilahirkan;
b}, Dalam membenthkan tersebut, apakah ielsh  atan  belum
dilangsungkannya suatu perkawinan;
¢}  Bagaimana dilangsungkannya perkawinan tersebut? Sah atau tidaknya
memut Undang — endang;
Hal - hal tersebut merupakan syarat yang akan mendudukkan seorang anak
sehagai ansk sah atau anak luar kawin, Artioya terbitnya status anak
berdasarkan penyelenggaraan perkawipn vang sah.
ad.b, Anak vang sah;
Dalam sistem hitkum dibedakan, atas anak sah dan anak tidak sah / luar
kawin berdasarkan status perkawinan orang tvanya.
ad.c. Dapat dibuktikan dengan Akta Kelabiran;
Akta Kelahiran merupakan bukti ketoranan, kedudukan seorang ansk dalam
ststem hukum nasional.
ad.d. “sekedar’ dibukukea dalam register Catatan Sipil; adalah sckedar meliputi
laporan pencatatan kelzhiran,
Akts kelahiran bagi anak kawin sirrd, karena kawin sicri menupakan akia
kawin bawzh tangan, maka kedudukan ansk kawin sirri memperoleh kedudukan
sebagaimana Pasal 43 Undang — undang Nomor 1 tabun 1974, “ anak yang
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dilahirkan diluar peckawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengen ibunya
dan keluarga ibunya” *

Sistern hukum kependudukan, terhadsp anak kawin sirrd, tidak dapat
menempatkan kedudukan seorang anak hasil kawin sirrl sebagal anak dari si
bapak tersebut, karena status perkawinannya dianggap tidsk pemsh ada
Sementara ifu, seorang bapak ‘kandung® si anak hasil kawin sitd inipun tidak
dapat mengadopsi anak hasil kawin sitri tersebut, meskipun secara genetik jelas
babwa anak fersebnt mcrupakan anak i bapak kawin sirrd  tersebut
Bagaimanapun, apsk yang ferighir dari perkewinan sird  membuiuhkan
perlindungan hukum serta diperlakukan sama dalam hukum.

Menempatkan anak hasil kawin sirmi yang dilakukan dengan itikad bask
sama dengan anak luar kawin atea anak yang hanya memiliki hubungan hukum
perdata dengan ibunya dan keluargs dari pihak ibu, adalah hel yang kurang tepat,
inengingat anak hagi kawin sirri yang ditakukan dengan itikad baik memenuhi
syarat szhnya perkawinan secara hukom agsma dan ketentuan pasal 2 ayat (1) UU
No.l tabuni974. Maka sudsh sepantasnyz memperoleh perlindungan hukum.
Bilamana akia perkawinan tersebut tidak ada/bilang maka untuk membuktikan
perkawinan orang fua dapat dibuktikan dengan alat bukd lain, terganiung hakim
yang memeriksanya® Dengan demikian, bHamana memiliki bukti lain yang
dimeksud tersebut felab mempercleh Putusan Hakim vang tetap, maka putusan
hakim dapat difindak tanjuti dalam rangka memperoleh akta perkawinan.

¥ ¥, Safric, Hukum Pritadi, hal1 11

“ ; dengan syarat - syarat sebagai berikut

¢. Temyata babwsa tidak ads lagi dafinr catatan sipil yang memuat akte perkawinan orang
fun tersebut, atau deflar forscbut hilang stsa dadam daftsr eatatan sipil tdak ferdapst
daflar perkawinan yang sedang Hperikss,

d. Orang tus wrsebat harus mempunyai kedudukan Jahir sebagaimana fayaknya suami istri.
{pasal IOUKUH perdata), selanhzoye pasal 101 M Perdate meneniuksy © pertimbangan
hakim tentang culup/tidaknya buldti tentang sdanya perkawingn jn aeal seja bebungan
seiado suami istri jelas sampak adanys.

s Prof. Wahyono Durrnabrats, SHLMH, Hulozn Peckawinan menuost KITH Perdata) boku 2 5l 46.
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Bukt Jain dan putusan Hakim tersebut, berkaitan dengan kawin st yang
dilakukan dengan itikad baik, yang telah memperoleh putusan Hsbat Nikah dan
mengakui sah atas perkawinan vang dilangsungkan menurat hukum agama Islam
terschut, maka yang diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama tersebut, memiliki
kekuatan hukum yang tetap, yang berlaku tidak hanya bagl vang berperkar, juga
mengikat pada pihak - pikak terkait dengan putusan tersebut,

Prs, H. Masram, MH, Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat saat
menjadi nara sumber dalam acara babtsn! masail Kelempok Kerja Penghuln
{(Pokjshulu} Kotamadya Jakarta Pusat, mengatakan bahwa

“Meskipun sejak penyatuan alap lembago peradilan di Indonesia dibawah
Mahkamahn Agung beberaps tahun yang lelu keberadaan Pengadilan Agama dan
Kantor Urasan Agama terpiseh, mamun fidek berarfi dalam pelaksonaan
tugasnya kehilangen benang merah. Solah satu beramg merah yanyp fetap
menyatukan PA dan KUA adalah keberadaan keduenya sebagai penegak huksim
perkawinan Isfam di Indonesia ™
Benang merah ini selanjuinya harus mampu mendorong tetap terjalinaya sinergi
antara Pengadilan Agamia, Kantor Urusan Agama serts Kantor Catatan Sipil.
Bahkan, dalam beberapa hal, kedus lembsgs ini saling berkoordinasi dae
bekerjasarna untuk kelangsungan  penegakan hukuwmm  perkawinan Islam di
Indonesia. Maka seyogyanya séas putusan Hsbat Nikeh Sirri atau putusan hukum
lainnya yang ditetapkan Pengadilan Agama harns dipatubi oleh Kantor Urusan
Agama, kaitannya penerbitan Buko Nikah, mauvpun perangkat lainova (Kantor
Catatan Sipil} harus mematuhi, bukan sekedar menghormati Putusan Pengadilan
Agama tersebut, kaitannya dengso penerbitan Akta Kelahiran, Kareoa, baik
Putusan Pengadilan Agama dan staspue Putusan Hakim lainnya di peradilan
mana-pun senantiasa diawali dengan irah « frah * Demi Keadtlan berdasarkan
Tuhan Yang Mahz Esa” yang memiliki kekuatan ekgukutorial terhadap segala
yang berkaitan dengan isi putusan tersebut, dapat dipertahankan kepada siapapun.

Sahnys perkawinan sim tersebut, apakah sah pula terhadap anak yang
telah lahir sebelum keputusan Isbat nikah ini diputuskan, scbagaimaca dibahag
sebelumaya, babwa keputusan hukum atas zah atau tidakmya perkawinan yang
diputuskan sefelah perkawinan berlangsung tidsk berlaku surut terhadap vang
lainnya. Ruang Hingkup bedakunya Undang — undang menurut *wakty®, Prof. Dr.
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Sudikne Mertokusuino, SH, dalam bukunya * Mengenal Hukum ®, pada halaman
%6, menyatakan bahwa asas Undang — undang tidak berlakn surut pada Pasal 2
AB : * Undang - undang hanya mengikat untuk wakte yang akan datang dan tidak
mempunysi kekuatan berlake surut.” Namua demikian prinsip berlakunya undang
~ undang, sehagsimana dalam feori asas legalitas Pasal 1 ayat 1 KUHP, bahwa ©
Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekvatan peraturan pidana
dalam perundang — undangan yang tefah ada sebelurs perbuatan itu dilakukan”,
asas ini tidak berlzku apabiia UTJ menentukan fain. Hal ini dapat kita libat Pasal |
ayat 2 KUHP : © Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubshan dalam
perundang — undangan dipakal aturan yang paling ringan bagt terdakwa.”

Namun, vang dimaksud akfa perkawinan maupun akta kelahiran adalah
mengenal pencatatan peristiwe perkawinan, kelsbiran dan alsu kematizn yang
dilakukan oleh Pegawai KUA / Kanter Catatan Sipil atas laporan penduduk.
Penjelasan Umun U No. 1 Tahun 1974, poin 4 (b) Ayat {2}, "Pencatatan fiap-
tiap perkawinan adalah sama haloya dengan pencatatan poristiwa-peristiva
penting dalam lehidupan seseorang, misalnya kelszhiran, kemafBian yang
dinyatakan dzlam surat-surat keferangan, suatu akta resmi yang fuga dimuat dalam
dafiar pencaiatan®. MenafSirkan ketenfuan terschuf, maka perkawicsa adalah
suatu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang seperti kelahiran dan
kematian, dalam arti wakiy perkawinan vang sah ftulah wakiu yvang penting untuk
dicatatkan, bukan waktu kapan dicatatkan ilu menjadi penting uatuk diakuai
sebagai wakw dilangsungkannya perkawinan, sebab wektu pencatatan adalah
hanya bersifat adminstratif,

Penafsiran i alas adaleh analog dengan pencatatan kelphiran dan
kematian, bukan waktu pencatatan kelahiran dan kemstian yang dipakai sebagai
wakiu terjadinya kelahiran dan kematian, tetapi wakiu kapan dilahirkan dan kapan
waktu kematian berlangsung, yang dipakai sebagai “waktu lahir® dan "wakiu
mati”. Jadi berdasarken dengan persamaan dengan kelabiran dan kemsetian,
demikian pula dengan perkawinan, kapan wakiu sabnya perkawinan
dilangsungkan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercaysannys
itulah yang harus diaskui schagal "waktu kawin”, bukan kapan wakiu perkawinan
yang sab itu dicatatkap. Maka cara membuktikan statug dan kedudukan sah atag
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anzk, bukan berdaswkan ssh tidaknya secara pencataian telapl pada saat
pelangsungan  perkawinan. Oleh karena itu putusan Itsbal Nikah yang
mengesahkan perkawinan simi tersebul, sepatutnya berlaku surut terhadap segala
turutan yang labir setelah perkawinan dilaksanakan, bukan setelah perkawinan
dicatat dan dianggap sah menurut hukum Negara,

Pada prinsipnya, sctiap anak adalah {ctap anak dan kedus orang tuanya,
terlepas dar apakah ja lahir dalam perkawinan yang sah atau fidak. Adalsh hak
anak untuk mendapatkan pengakuan dan perdindungan dari kedua orang tuanya.
Sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002, Pasal 7 (ayat 1) disebutkan :
Setiap anak berbak untok mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh

orang fuanya sendiri.

2.3.5, Dalam Hal Tidak Ada Akia Kelahiran
Meski akia kelahiran merupakan bukti sah atas kedudukan ssorang anak,
namun bukan berarti apak tidak dapat mentkmatl suate kedudukan sebagai anak
sah, ianpa adanya akia kelahiran, (Pasal 261 ayat 2 KUH Perdata).
Undang-undang memberikan beberapa fakia, yang bisa menjadi faktor-
faktor pertimbangan, seperfl yang discbutkan dalam Pasal 262 ayat (2) K.UH.
Perdata, antara lain berupa;
4. Anak its selaly memakal nama st bapak, vang katanya menurunkan divinys;
k. Bapsk ifu selalu memperlakukan dia sebagai anaknya dan telah mengatur
pendidiken, pemelibaraan, dan peaghidupaniya;
¢. Masyarakat juga mengakui anak itu sebagai anak dari orang yang
dikemukakan sebagai bapaknya;
d. Saudara-saudara anak ite juga mengakas din sebagai anak dars bapaknya,
Fakta-fakta seporti tersebut di atas dikenal dengan sebutan dalam bahasa
latin, yaitu:
a. Nomen (ini berkaitan dengan nama);
b, Tractatus (ini berkaitan dengan perlakukan orang-tua terhadap anak yang
bersangkutan); dan
¢. Fama (ini berkaitan dengan masaleh, dikensl oleh masyarakat scbapai snak
arang tua terfentu}.
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Akan tetapt seperti adanya akia Kelahiran, belum membuktikan
perkawinan yang sah dari kedua orang-tua yang disebutkan dalam akta kelabiran,
demikian pula fakia-fakta tersebut di atas, belum membebaskan dirinya dari
kewajiban membukiikan keabsahannya dengan menyodorkan akta perkawinan
dari orang-tuanya,

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar anak yang tidak dapat
mempelihatkan akia perkawinan orang wanya bisa diterima mempunyai
kedudukan sebagal anak sah, yaitu:

a). Orang-tuanya sudah meninggal dunia;

b). Anak #u membukiikan, bahwa dalam kebidupan {(nyata) sehari-hari ia
mendapat kedudukan/periskukan sebagai anak sah dalam keluarpa orang-
tueanya;

c). Orang-tuanya tampak hidup bersama sebagai suami-istri,

Dan contoh-contoh surat yang disebutkan dalam pasal tersebut di atag, kita
dapat menyimpulkan, bahwa khususnya dalam bal ini, tidak berlaku batas-batas
yang ditetapkan dalam Pasal 1902 ayat (2} KUH Perdatz vang mengatakan
bahwa: "Yang dinamakan perimulaan pembukiian dengan tulisan jalsh segala akia
terfulis, yang berasal dari orang terhadap siapa tustutan ity dimajukan, atag dan
orang yang diwskili olebnya, dan yang memberikan persangkass tentang
benarnya peristiwa-peristiwa yang dinamakan oleh seseorang.® Selanjutnya, Pasal
269 KE.UH. Perdata mengatakan, bahwa: “Hak memajukan tuntutan di muka
Hakim untck mencatukan sesuatu kedudukan perdata, sekadar sda pada anak,
tidak takluk pada kadaluwarsa.”

Hal yang tidak dapat dipungkiri, adalah mengingat fungsi akte kelahiran
dalam Lalu lintas kehidupan sosial kemagyarakatan, dalam penyelenggarsannya
membutubkan akta kelshiran schegai bukti identitas diri sebagai prasyarat,
merupakan manfaat dari aktz kelahiran :

&. Untuk masuk sekolah mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan
pergurian tingegl
b. Untuk pembuatan Passport
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Untuk pembuatan Akte Pernikahan / Surat Kawin
{Untok membuat Kartu Tanda Pendudok / KTP

g o

Untuk membuat Surat fin Mengemudi
Untuk mengures Hak Ahli Waris berdasarkan Hekum di Indonesia
Untuk mengurus masalah Asuransi

P o oo

Untuk mengurus raasalah Tunjangan Keluarga
Untuk mengurus Bea Siswa

it

Untuk meogurus Hak Dana Pensiun

k. Untuk melaksanakan Ibadah Haji

1, Untuak mengurus perbuatan status kewarganegaraan {sepesti pada
pembuatan SXKRI / SBKRI 7 WNI atau OF 19 bagi Warga Negora
Indonesia Asing 7 WNA atan WNI Keturunan.

it 1
.

Guru Besar Hokum Tata Negara Eniversifas Surabaya Profesor Eko
Sugitario mengatakan, bahwa ©

" Upaya memberi okta kelahiron untuk anck luor kawin, adalah urntuk
menghormati kepentingan dan hok seorang anok Sebab, kelahiron anak fanpa
kehadiran seorang aveh bukanlah kesalohan anek itu.  Tidak sehorusnya sang
anak mendapathan hukuman  dengan  tidak diperkengrkan memilili  akia
kelahiron®,
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BAB 11
PENUTUP

31, KESIMPULAN

Dari uraian fentang “Akia Kelahiran Bagi  Anak Kawin Sioi Yang
Dilakukan Dengan Itikad Baik Berkaitan dengan Pasal 2 Ayat (1) UU Ne. |
Tahun 1¥74,” dapat ditarik beberapa kesimpulan :
a. Kawin sitrf dalam perspektif hukum Islam dan hokum positif Nasional ;

2} Berdasarkar Jumbur Ulama {(termastk didalzmsya Imam Syaf', Abu
Hanifah, dan Jainnya) dan Madzhab Maliky, menyatekan bahwa dalam
Hukurs isiam kawin sirgi adalah sah. Sahnya kawin simn yang dilakukan
dengan itikad baik berkaitan denpan Pasal 2 ayat (13 Ul Nomor | tahun
1974, karena telah terpenuhinya semua rukun dan syarat sahnya nikah
menurat syari‘at Islam. Tetapi menjadi makruh hukumays, karena
menyalahi adanya perintzh untuk mengumumkan perkawinan tersehut.
Berbeda dengan pendapat KH. Ma’ruf Amin, kewa Majelis Ulama
Indonesia, bahwa pernikahannya sendird adalah sah, sepanjang fidak ada
kemudlaraton artinya perbuatan hukum atas perkawinannya adaleh sah,
namun memandang akibat hukumnya yang dapat merugikan, maka
memuiuskan kawin siord dapat menjadi haram.

b) Berdasarkan perspektif hukum Positif Nasiopal, kKawin s adalah kawin
illegal. tidak diakui dan dianggap tidak pernah ada olch Nepara. Karens
perkawinan tersebul hunyas memenuhi keteptuan Pasal 2 ayat (13 UU No. |
Tahun 1974, namun tidak memeochi ketenfusn Pasal 2 ayat (2) U
Nomor 1 tahun 1974 yang merupakan syarat formil peckawinan dan
berfungsi sebagai tanda adanya perbuatan bukum. Proses pengakuan
kawin sirri melahsi lembaga Itsbat nikah di Pengadilan Agamsa, bukan
solusi terbaik, maka pencatatan perkawinan perlu dilakukan oleh pasangan
yang melangsungkan perkawinan,

¢} Mshat Nikah merupakan lembags peradilan Agama sebagai alternative
solusi bagi mercka vang telah melakukan kawin sird dan belum
melakukan pencatatan pernikshannya agsr perkawinannya menjadi sah
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secara hukom, namun demikian putusan kesbsaban dari lisbat Nikah
tersebut tidak berlzku surut ustuk pembuatan akia kelabiran, maka
periindungan hukum bagi anak kawin siri yang dilshirkan sebehum
putusan itsbat nikah, belum terwujud.

b. Pencotatan Perkawinan,

Pencatatan perkawinan, meski diperdebatkan sebagai syarat sah ataukan hanya

bersifat administrative, pencatatan perkawinan tidak hanyz memuat peristiwa

hukum penting, namun juga memuat bahwa dard peristiwa hukum tersebut
telah ada perbuatan hukum yang disepakati untuk membentuk keluarga, vang
mengikatkan para pihak yang terlibat dalam pelangsungan perkawinan
tersebut. Sehingga akta perkawinan merupakan syarat sah perkawinan yang
harus dipenuhi karena memiliki signifikasi terhadap status hukum pasangan
sebagai suami istri, juga jika dalam perkawinan Iahir anak, maka status hukum
anak menjadt jelas sebagai angk sah atau tidaknya"

¢. Kedudukan ansak kawin sirri dalam perspektif hukum Islam dan hukem positif

Nasional.

a) Dalam hukum Isiam, ketentuan mengensi sah atag tidakaya seorang anak
sangat eral dengan status perkawinan orang fuanya. Oleh karena ity, kawin
sirri yang dipandang sah dalam hukum Islam, meski semestinva status
anak yang dilahirkan dad kawin sierd itu pun 2dalah anzk sah atau syar'i,
artinya anak yang mempunyai bubuogan nasab baik depgan ibunya
maupur:  bapakoya. Namun sistem hukum positif tidak mengakul
keberadaannya, schingga Kededvkan anak kawin sird dalam hokum positif
adasiah sama dengan avak vang tidak memperoleh penpakuan dard
bapalnya Maka upaya penpesshan perkawinan orang tus anak, harus
diupayskan, karena menentukan status hokum anak tersebut.

b} Sedangkan menurut hukum positif’ Nasional yang berlaku di Indonesis,
anak yang dilahirkan dari perkawinan sivi berstatus sebagai anak tidak sah
atau anak luar kawin, arfinya anak tersebut hanya memiliki hubungan
hukum secara perdata denpgan ibunys dan keluarga ibunys sala, tidak
dengan bapaknya. Hal ini karena Negara / pemerintah tidak mengakui
perkawinan tersebut.
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d. Akta kelahiran bagl anak kawin sirri.

a)

b)

32.

Menurut hukson Islam, sebagai anak yang sab / syar'i, anak yang lahir dac
pemikahan sirrd vang sah secara gyari’at Islam mala ia memiliki hubungan
hukum atau keperdataan berupa bak dan kewajiban dengan orang tuanya
yaitu ibu dan bapaknya. Maka, anak kawin sini yang dilakukan dengan
itikad baik berhak untuk memperoleh status anak sah dalam ak#a kelahiran.
Namun demikian dalam perspektif hukum positif Nasional, enak dari
perkawinan sirri adalab bukan anak sah, hanya memiliki hubungan hukum
secars keperdataan dengan ibunya dan kelvarga ibunys saja. Schinggs
dulam akia kelahivan status hukumnya sebagal anak Juar kawin vang hanya
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan kelvarga ibunya.

SARAN

Saran penulis, berkaitan dengan bahan tesis ini sdalah :

Kiranya Undang ~ undang tidak hadir sekedar pemenuhasz jaminan
kepastian hukum semata, mengingat penciptaan rasa keadilan merupakan
keutamasan vang mendasar dalam penetapan putusan hakim.

Perkawinan st dilakukan denpan  iiikad baik sekalipun dengan
terpenuhinya semua rukun dan syarat perkawinan secara Islam dan sesuai
dengan ketentuan Pasal 2 ayat {3) UU No. Tahun 1974 menyatakan
bahwa perkawinan sah apabila dilekukan sesuai dengan masing - masing
agama dan kepercayaannys, Hdak merubsh kedudukan hukum kawin sirrd
sebagai perbuatan hukum yang sah secara hukum Negara. Dengan tidak
diakuinya kawin sigi, meka sebaiknya bagi masyarakat Indoresia vang
mayoritas beragama Islam untok tidak melangsungkan perkawinammya
secara siyri, demikian juga kepada pars lilama sebagai panutan refensi
masyarakat muslim yang selama ini justrs  bhanyak melangsungkan
pecawinan sirri babkan terkadang sebagal pihak yaog menikah-kan,
hendaknya tidak melakukan perkawinan sirrd lagi, mengingat akibat
hukum yang dapat merugikan peremipuan selaku istri sirri dan anak
keturunan yang dilghirkannya.
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. Meskipun tidak dizkuinya kawm simi dalam sistem hukum positif, namun
bukan berarti upaya - upaya penindakan hukum menjadi mandul kepada
pihak yang telah menyebabkan kematian perdata seorang anak seclaku
subyek hukum, serta menelantarkan perempuan unfuk dihukum dan
diberikan sanksi yang tegas.

. Untuk mencegah dan mengurangi junlab kawin sirri, peran Ulama sangat
besar, maka kerjasama Ulama dan pemerintsh sengat diperlukan dalam
memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa perkawinan siri iebik
banyak merugikan terhadap segala akibutnya dari kawi sirr tersebut,

. Untuk menghilangkan paradigma masyarakat tentang mehs! biaya dan
prosedur yang berbelit — belil, dalam rangka pencatatan perkawinan, maka
hendaknya para Pegawai Pencatat Mikah (PPN) agar bergikap lebih jujur
dengan menctapkan biaya sesuail dengan ketetapan biaya resminya.

. Perlu adanya langkah — langkah progressive lembaga legislative deagan
melengkapi perangkat yuridis yang masih diperiukan bagi kelengkapan
cfektifitas vang menjadi hamapan Undang — undang Porkawinan dan
pembangunan hukum positif nasional secara Keseluruhan . Sepertl harus
adanya kejelasan tentang kewaliban unfuk pencatatan perkawinan,
pestimbangan efek psikologis bagi anak dengan status ansk lvar kawin
pada akta kelabirannys yang merupakan dokumen identitas dirinya seuour
Lidup, seria berbagai varian {ainnya yang berdampak negative bagi
masyarakat,

. Seiring depgan perkembangan zaman, kecanppihan teknologi, medis, dan
berbagai perangkat mutakhir lainnya, semestinya dapat memfasilitasi
pengembangan dan pembakaruan hukum, untuk membuktikan kedudoukan
dan status hukem anak dimana kecanggihan feknologi sudah dapat
menjadi bagian instrument hukum. Misalnya, dunia medis, vang sudah
dapat mengdentifikasi secara genetic antara amak dan orang fua
Berdusarkan golongun darah dan tes DNA, seharusnva bisa menjadi bagian
dari pembuktian atas ada atau tidak adanya hubungan darah antara anak
dengan orang tuanya.
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h. Demikian jugs kecanggihan teknologi lainnya seperti kamera, video yang
disertai kesaksian yang hadir pada saat pelangsungan kawin sirrd,
seharusnys bisa menjadi bagian alat bukti bahwa pemikahan tersebut
memenubi atau tidaknya rukon dan syaratnys perkawinan secars hukum
agama. Mamun demikian, upaya psmbanguoan hukom positif nasional
belum merambah denpan melakukan sinergitas kecangpihan teknologt dan
peradaban dania medis sebagai sarana pembaruan hukum.,

Universitas indonasia
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PENETAPAN
Nomor : 29/PdtI/2008/PA.JS

25
ﬂq}?’&f -~
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa serta mengadili perkara-
perkara perdata pada tingkat ps'.:rtama, telah menjatubhkan penetepan sebagal berikut
dalam perkara istbat nikah yang diajukan oleh:

Darsone bin Nardi, umur 35 thun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerfaan
‘ swasta, tempat tinggal Jalan Manggis 26, Rt. 0057007, Kelurahan
Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan,

selanjutnya disebut * PEMOHON I¥;

Lailani Qadariah binti Yusuf AR, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekegaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Manggis 26,
Rt. 005/ 007, Kelucahan Manggarai Selatan, Kecarmatan Tebet, Jakaria
Selatan, selanjutnya disebut * PEMOHON IT;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara in;

Setelah mendangar keterangan Para Permohor di dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA FERKARA
Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
ird seperti tertera dalam putusan sela tentang permchonan prodeo yang amamya
berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan para Pemchon; .

2. Memberi izin kepada para Pemnchon untuk berperkara secara cuma-cama; we——-—
Menimbang, bahwa untuk menegubkan dalil-dalilnya Pemohon telah
mengajukan bukt-bukt sebagai berikut

Bukti Suxat
~  Photo copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, yang dikeluarkan Kelurahan
Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, diberi tanda {P-1)

~ Photo copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, yang dikeluarkan Kelurahan
Manggaral Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, diberi tanda {P-2);
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Surat Keterangan Nomeor : 0103/18425/0R, yang dikeluarkan Kelurahan
Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, diberi tanda {P-3);
Surat Pengantar, Nomor : 90/]5/2/04/08, tanggal 18 Februari 2008, yang
dikeluarkan Ketua Rt 003/04, Kelurahan Manggaral Selatan, Kecamatan Tebet,
Jakarta Selatan, diberi tanda (P-4);
Surat Pengantar Nomor : O1/NTR/005/007/2/2005, tanggal 18-02-2008, yang
dikeluarkan oleh Ketna Rt. 005/07, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamnatan Tebet,
Jakarta Selatan, diberi tancda (P-5); —
Photo copy Kartu Keluarga WNI, Nomor © 4102008749, yang dikeluarkan Kelurahan
Mangearai Selatan, Kecarnatan Tebet, lakarta Selatan, diberd tanda {P-6); wer-m-meeen —
Photo copy Kartu Keluarga YWNI, Nomor : 303.789, yang dikeluarkan Kelurahan
Manggaral Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, diberi tanda {7} e —rnne

Menimbang, bahwa untuk merpersingkat urajan penetapan ind cakup
unjuk segala hal ikhwal yang telah termuat dalam berita acara pessidangan
rkara ini dlanggap sebagai bahagian dalam penetapan in;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujusn permohonan Pemohon adalah

+ ragaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelagan Pasal 49 huruf () Undar;gv
dang INomor @ 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 7

hun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini mernpakan kewenangan
solut Pengadilan Agama;

Merdmbang, bahwa para Pemohon yang telah menghadap dipersidangan
th menyampaikan keterangan dan penjelasan atas permochonannya, dan telah
neguhkannya dengan mengajukarn bukt-bukt dibadapan sidang;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon antara lain adalah bahwa
nohon mohon supaya Pengadilan menyatekan perkawinan pars Pemohon yang batk
 sah, mengabulkan permohonan penetapan perkawinan ini dan memerintahkan
ior Urnsan Agama Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, untuk mencatat
kawinannya dan mengeluarkan buku akta nikah, dan tujusn Pernchon adalah untuk
- asyahdan perkawinan antara Pemohon Agus Riyadi bin A. Sumadihardjo dengan
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Yesrita bing Mastd Rasyid, untuk kepentingan hukum status perkawinan para Pemohon
agar sahdan dicatat oleh PPN serta untuk mengurus akéa kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan sumpsh para Pemochon yang pada
pokoknya bahwa benar zntara para Pemohon telah menikah pada tangpal 1 April
2003 dengan mas kawin berupa mukena dibayar tunai dengan wali nikah orang tua
istri yang bernarma Yusuf AR dan disaksikan oleh Ustad Subhan dan ustad Amir
dan telah bersesuaian dan sejplan dengan alasan dan dalil permachonan para
Pemohon, hal mana adalah merupakan spatu fakta hukum yang memperknat dalil

pennohonarn pars Pemohon;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon, telah sejalan dengan Pasal 2
Undang-undang Nomor : 1 Tehun 1974, sehingga permohonan ind disjukan dengan

berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Istam;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, permohonan para Pernohon untuk dinyatakan sah perkawinannya yang
dilaksanakan pada tanggal 1 April 2003, dengan mas kawin berupa mukena tunai
dikabulkan; -
Menimbang, bahwa karena hjnégz saat ini para Pemohon tidak mampu dan

karena berdasarkan putusan sela para Pemochon dinyatakan difjickan berperkara
tanpa membayar biaya perkara maka Pemohon harus dibebaskan untuk membayar
biaya perkara ini dan dibebankan kepada negara;

Mengingat, segala peraturan perundangan dan hukormn Islam yang berkaitan

dengar perkara ini;

Menectapkan

1. Mengaballkan™permuitsian Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon 1 (D Zono bin Nardi} dengan Pemohon I

(Lailand Qadriab binB Yusuf AR) yfng dilaksanakan pada tanggal 1 April 2008,
hias kawin berupa makena dibayar tunal;

puluh e 168 Tapiah); ' 1 row A
Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilen Agama Jakarta Selatan,
pada hari Jum’at, tanggal 28 Maret 2008 M, yang bertepatan dengan tanggal 20
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labiul Awwal 1428 H, oleh kami Drs. A. Choiri, SH, MH., selaku Ketun Majlis,
Jra HY. Noor Jannah Axiz, MH. dan Hj. Farchanah, M, M. Hum, masing-rrasing selakar |
fakim Anggota serta didampingi oleh Akhmad Sahid, SH., sebagai Panitera Pengganti

ang pada hari itu juga diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum dengan
thadini oleh para Pemohoryg :

Hakim Anggota, 2
td
Dira. Hj, Noor Jannah Aziz, MF.

Hakim Ketua,
e ’
Drs. A. Choiri, 5H, MH.

Hakimm Anggota, Pardtera Pengganti,
td td
Hj. Farchanah, M., M, Huam Akhmad Sahid, SH.
Proses Rp. 150.000- 5
Materai Ep. - 6.000- s Ugmm&hm
dilan £
Jumlah Hp, 156.600,- Wakil Paniters,

H. Hafant Bathaqi., 1.C,, SEL
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PENETAPAN
Nomor : 10/Pde.P/2007/PALS.

e R
@iﬁ%/ -
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA E5A

Pengadilan Agavaa Jakasta Selatan yang menweriksa dan mengadili perkara

perdata dalam kngkat pertama telah menjotubkan penctapan sebagai berikuot
dalam perkara

Z

KHADIIAH AZHARI altas AYU AZHARI binti H. ABDULLAH sZHARL wmur
35 tahun, Wa.fga Negara Indonesia, AganyIslun, bertempat
tinggal i jalan Batu Merah 1743, RT.005/02, Kelurahan Pejaten
Tioner, Kecainatan Pasar-Minggu, 4k arta Selatan, yang dalam
hal ini memberikan kuasa depada SECARPIANDY, SH,
RASIANTO GHOZALY S, SH, Advokad deu
“ SECARPIANDY, SE¥& PARTNERS ”, yang berkectudukan

2007, yafig erdaftar di Kepaniteraan Fengadflan Agama

Taks Selatan Nomor : 43/PdtP/2007/FALS, tanggal 30
Tappari 2000, nmwms&baga%m o
o ?;(‘
, Pengadilan Agama tersebu; «ws w

Satelah membaca surat-surat yang berkaitan dangan perkara i) ~wwwm e —_
Setelah mendengar keterangan Peaohon, don memperbatikan swrat-surat
buks dan keterangan para saksi, sarta sumpah Pemohon dihadapan sidang; —~ v

TUDUK PERKARANYA
Mendmbang, behwa Pemohon yang telsh mengajukan penmohornarmya
dengan suratnya tertanggal 30 Januwari 2007 dan felah terdaftar di Kepandteraan
Perkara Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada  Register Nomor
10/ Pat.P/2007/PAJS, tanggal 90 Janunri 2007, dengan tambahan dan perubahan
olehnya sendiri di hadapan sidang telah mengajukan hal-hal sebagai berfkat

* Fahwa Penwhon telah melangsungkan perkawinan secara Aganw Iglam Qengan
seorang laki-laki berrama MIKE TRAMP bin OLE TRAMPENIDU, umur 46
tahun, Agama Islam, Warga Negara Deraxwk, pada heri AHAD, tanggal 25 Mei
2003, dengan Wali Ayab Kandung Pemohon yang bermama H. ABDULLAH
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AZHARI], dengan maskawin seperangkaat ALAT SHOLAT, bertempat di
Apartermnen Simpruk falan Sultan Iskandar Jakarta Selatan, dengan disaksikan
ocleh beberapa orang saksi dan keluarga Pemohon. Akan tetapi hingga saat ini
perkawinen terocbul belum  dicelatken pada Kantor Urusan Aganmw
sebagaimana mestinya;
w Bahwa sebelumnya Pemohon telah pernab menikah dengan abmartnam WISNU
DJODI GONDOKUSUMO bin Drs. WISNU DJODI G, tetapi telah putus
karena perceraian dengan Potusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomwor:
634/P3rG/94/PAS tanggal R Nopember 1994, sesuai Akia Cerai Nomor:
700/ AT/ 1924/ PAJS tanggel 8 Desember 1994;
 Bahwa setefah berceral dengan almarhum WISNU DJODI GONDOKUSUMO
Pemohon juga telah menikah secara Islam dengan seorang laki-lald, bermnama
MUHAMMAD YUSUFR IBRAHIM, agama Islan.,. warga negara Finlandia, dan
perkawinan tersebut juga Hdak tercatatkan pada Kantor Urasan Agama, Selama
perkawii;.an Pemohon dengan MUHAMMAD YUSUF IBRAHIM telah

mengnlami tign keli Talak, sedang Talak ketiga terjadi di kota Poris, pada
seldtar bulan Agustus 1999 dengan disaksikan oleh ayaly Pemwohon almarhum
©\ EL ABDULLAH AZHARY;
Bahwa dari perkawinan antaxa Pemochon dengan MIKE TRAMP telad labvir
seorang anak perempuan bernama ISABEL MIKE TRAMT yang sekarang telah
beremur 1,5 (sahy setengah ) ibuwy .
< Bahwa karena keinginan Pemohon bersama swami Pemohon untuk menjaciikan
perkawinan lersebut sah menwryt hakam Indonesia dan demd melindungd
kepentingan hukum arek Pemohon, maka Pexwhon bermakeud mensahkan
dan mencatatkan perkawinan Pemohon mepurat prosedwr hukum yang
beriaku; :

% Bahwa untuk melakukan pengesahan dan mencatatkan perkawinan yang telah
dilangsungkan terdahuly, maka suami Pemohon telah melokukan peagurusan
ke Kedutaan Denmark, divana menwrut peraturan Ne-gara Denmark setiap
warganya dilarang apabila mempunyai hubungan perkawinan dengan pihak
ain, untuk menikah lagi tanpa seijin negaranya, ( bukd P-3 );

*» Bahwa berdasgrkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, demi kepentingan
hukaum statug perkawinan Pernohon agar sah, dan anak yang bernama ISABEL
MIKE TRAMP dinyatakan sab memuout hukwm negara Indonesia untuk ita
Xami ajukan perchonan Penetapan pernikahan kepada Ketua Pengadilan
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Agama Jakarta Selatan atau Majlis Hakim yang menangant perkara ind Kiranya
memutuskan sebaga berikub: '
1. Menerima dan mengabulkan permobonan Pemohon; :
2. Menctapkan menyatakan sah  perkawinan Pemohon dengan suami

Pemohor; .
3. Memerintahkan Kantor urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu untuk
‘mmmtat perkawinan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkar ind merurut hukww
Atau kalau Majlic Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-
adilnyn; -

Menimbang, bahwa pada harichari persidangan perkara ini Pemehon hadir

sendirt dan didampingi kuasanya telah menphadap di persidangan, telab
menyampaikan  keterangan dan  penjelasan  atas  permohosannya, telah

menysmpaikan surat-swrat bukl serta mengajukan saksi-saksi;

Y dengan pembacaan surat permohonan Pemohory;

1

Menimbang, bahwa selanjutnya perkara ini diperiksa dan dimudai

Menlmbang, bahwa Pemchon mengajukan surat-surat bukt yang telah
aterai cokup dan telak sesuai dengan aslinya yang terdixi

. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas pama KHADIJAM AZHARI dengan

Nomor: 09.5304.551171.7008. (bukti P-1);
Foto copy Akta Ceral atas nama Pemohon dengan nomor: 700/ AC/1994/TATS,
tertanggal 8 desember 1994 { bukti -2 3
Foto copy Surat Keterangan tentang Keabsahan untuk menikah atas nama
Tn. MIKE TRAME, tertanggal 10 Januari 2007 yang dikeluarkan cieh Kedutaan
Derunark { bukd P-3 }

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dajil pernwhonannya npwka

Pemchon telah menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama

1.

Nama @ MUHAMMAD HADI bin ABDULLAIL wmar 49 tabun, agama Islam,
bertempat tirggal di jalan Salam Nomor : 2.8, Rt007/006 Keluraban Sukabumi
Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, sebagai saksik
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2. Nama ; ABDUL HALIM bin ISHAK, umur 41 tahun, 2gana Islam, bertempat
tinggal di jalan Pejaten Tiomuw, Rb 0047001, Kelwahan Pejaten Timur,
Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sebagai saksi 1L

Menimbang, bahwa saksi I telah meniberikan keterangan dibawah sumpah
yang paci pokoknya sebagai berikut - '

» Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Peniohon

~ pada saat Pemohen tinggal di Pasar Minggu,; -
v Bahwa seingat saksi Pemochon mentkah dengan MIKE TRAMP di Apartemen
Simpruk Jakarta Selatan, pada hari Minggu, tanggal 25 Mei 2003, fam 10 pagh; -
<+ Bahwa sepengetaluman saksi MIKE TRAMP beragama Islam, karena saksilah
yang bertindak menuntunnya antuk menjadi seorang Islam sekitar setengah jam
sebetum akod nikah berlangsung;

% Bahwa yang bertindak sebagad Wali dan sekaligus menikahkan Pemohon
dengan MIKE TRAMP adalah ayah Pemohon yang bernama H. ABDULLAN
AZHARL

Bahwa saksi mengetahni Hab kabul yang diucagkan pada saat ihu, depgan
mepjabat tangan MIKE TRAMP ayah Pemohorn mengucapkan ¥ Saya
nikahkan anak saya KHADIJAY AZHARI binii ABDULLAY AZHARI dengan

W8 TRAME bin OLE TRAMPENIU dengan maskawin sspesangkat alat
sholat”, dan langsung dijawab” Ya" oleh MIKE W;

¢ Bahwa selain saksi yang hadir pada acara akad nikah tersebut hadir pula adik-
atlik Pemohon, yaitu SARAH, RAFIMAH, ABDUL HALIM dan terdapat
beberapa orang lagi;

Menimbang, bahwa saksi {1 jelah memberikan keterangan dibawah sumpah
yang pada pokoknya sebagai berikut:

% Bahwa snksi kenal dengan Pemohon karena sakei adalah kakak eepupu
Pemohop, Benar Pemohon telah menikah dengan MIKE TRAMP, pada hari
Minggu, tanggal 25 Mei 2003, sekitor jam 11 siang bertempat di Apartemen
Simnpruk, Jakarta Selatary it

% PBahwa pada saat ita status Pemochon adalah janda cerai, sedangkan status
MIKE TRAMP saksi tidak mengetahuinya. Dan pada saat itu MYKE TRAMP
telah menjadi muslim sekitar setengah jam sebelum akad nikah berlangsung;

Akta Kelahiran..., Siti Soraya Dewi Zaeni, FH Ul, 2009



+ Bahwe odhoi prngotabui Hab kabul yang dbucapkan pade sent it slengan
merjabat tangan MIKE TRAMF ayah Pemohon imengucapian ™ Saya
nikahkan anak saya KHADIJAH AZHARI bint ABDULLAH AZHARIT dengan
MIKE TRAMP bin OLE TRAMPENIU dengan mwskawin seperamgkat alat
shiolat”, dan langsung dijawab” Ya” oleh MIKE TRAMP;

“ Bahwa benar saksi bertindak sebagai saksi pada saat Penwhon menikak dengan
MIKE TRAME, dan saat itu hadir pula ibu Pemohon, SARAX, RAHMAH dan
Ustad MUHAMMAD HADI dan beberapa orang lagi; -

Menimbang, babwa mengenai stalus pernikahan Pemohon sebelunmya
dengan seorang laki-laki warga pegara Finlandia yang bernama MUBAMMAD
YUSUF IBRAHIM alias TEEMU vang juga Sdak dicatatkan pada Pegawai Pencatat
nikah yang berwenang, maka Pemohon m&nyat:;kmx bahwa telah tegjadi Talak yang
ketiga antara Pemohon dengan MUNHAMMAD YUSUF IBRAMIM, yang
i}érhzngéung sekitar bulan Agustus 1999, bertemipat < kota Paris dan saat itu
disaksikan oleh ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karens ayah Pemchon yang telah menyaksikan

. ix:rjadinya peristiwa Jjatutmya Talak vang ketiga antara Temchon dengan

HAMMAD YUSUF IBRAHIM pada saat ind lelah meninggal dunia, sedang

*lemohon  Hidak mengajukar alat bukd lainnya. Maks untuk membuktikan

ujadinya peristiva Talak tersebut, maka Maglis merjatubkan putnsan Sela dengan
wemerintahkan kepada Penwohon untuk bersumpah dihadapan sidang

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat wraian penetapan ind cukup

ihimjuk segala hal ikdhwal yang telah termuat dalam Berits Acara Persidangan
wkara ind disnggap sebagai balagian dalaay penetapan i

PERTIMBANGAN HUKUM
Meximbang. balwa maksud den lujaan permohonan Pemohen adalah
bagabmana telah diuraikan diatas; e e s pom e et

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huraf (). Nomor 20
dang-undang Nomer 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang

aor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maks perkars ind merupakan
solur Pengadilan Agama;

*
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Menimibang, bahwa Pemohon yang telah menghadap dipersidangan
telzh menyampailan keterangan tambahan dan perjelasan atas permohonannya,
dan telah menegnhkarnya dengan mengajukan surat-surat bukf serta
menghadirkan saksi-saksi sertn bersumpah dihadapan sidang; e —

Menimbang, balwe berdasarkan pengskuan Pemohon dibadapan sidang
dam juga sebagai tertera dalam Surat Bukti P2, yaug berupa Akta Cexal Nomor
700/ AC/1994/PAJS, tanggal 8 Desember 1994, maka secara Yuridis Formil |
Majlis telah menemukan Fakta bahwa Pemohon adalak Janda Cerai dari WISNU
DIOD] GONDOKUSUMO bin Drs, WISNU DJODI dan menurut hukum
termasuk wanita yang tidak ada larangan antuk menikah;

Mepdmbang. bahwa mengenai pernikahan kedua Pemohon dengan
seorang laki-ald warga megara Finlandia bermama MUHAMBMAD YUSUF
IBRAHIM, yang juga Gddak pula tercatat oleh pejaimt berwenang. Sedang
berdasarkan pengakuan Pemohon menyatakan telah bercerai dengan Talak ketiga,
yang terjadi pada sekitar bulan Agustus taham 1999, di kota Paris dempan
disaksikan oleh ayah Pemchon, telah dikukulikan dengan sumpsh Penohon
dihadapan sidang. Oleh karena ita Majlis berpendapat bahwa menorut hukum
Islam: Pemohon adalah Janda Talak ketige dari MUHAMMALD YUSUF IBRAHIM,
. $\\dan menurat hukeum. fslam setelah larmpau masa lddah, nake Pemohon tedarang
: tuk menikah lagi dengan lelaki tersebut. Dan menjadi halal dinikahi oleh laki-
laki lain; ?

Menimbang, bahwa pengakoan Pemohon yang menyatakan  telah
melakukan perkawinan dengan seorang lelaki bernama MIKE TRAMF bin OLE
TRAMPENIU, Warga Negara Denumark, umur 46 tahun, agama Islany pada hard
Minggu, tanggal 25 Met 2003, bartempat di Apartemen Simpruk, jalan Sultan
Iskandaz, Jakarta Selatan, sebagai Wall adalah ayah kandung Pemobon bermama
H. ABDULLAH AZHARI, dengan Mahar seperangkat Alat Sholat, dengan
disaksikan beberapa orang saksi dan keluarga Pemchory

Menimbang, bahwa saksi H. MUHAMMAD HADI bin ABDULLAH
dan ABDUL HALIM bin ISHAK, yang dengan alas sumpah menyatakan, bahwa
pada hari Minggn, tanggal 25 Mei 2003, sekitar jam 10 pagi, telah menyaksikan
ayah kandung Pemohon H. ABDULLAH AZHARYI, melalukan akad nikah dengan
memegang tangan MIKE TRAMP dan mengatakan sebagai berilut ” Saya
nikakhkan anak saya KHADIIAH AZHARI bintil H. ABDULLAI AZHARI dengan
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MIKE TRAMP bin OLE TRAMPENIU dengan maskawin seperangkat alat sholat
tunai ”, dan saat ity juga MIKE TRAMP menyatakan menerima;

Menimbang bahwa menuwrut Hukwm dslam, pernikahan dipandang sah
apabila telah terpenuhi syarat-syarat dan rukun dari pada perbuatan tersebut. Dan
bahwa dari peristiwa pernikahan Pemohon tersebut diatas Majlis menemukan
fakta-fakia sebagai berikat, yaita:

a. Calon suami : MIKE TRAMP bin OLE TRAMPENIU, umur 46 tahun, agama
Islam, Warga Negara Denmark; ---- '
b. Calonlstri : KHADIJAH AZHARI binti H, ABDULLAH AZHARI, umur 35

tahun, agama Islam, Warga Negara Indonesta, status janda;
¢ Walinikah : H ABDULLAH AZHARI yaitu ayah kandung Pemwohon; ~———

d, Bab dan Kabul yang diucapkan oleh H. ABDULLAH AZHARI selakn Wali
Pemohon dan MIKE TRAMP yang berlangsung dalam satu Majlis, yaitu datam
suatu ruangan al Apartemen Simpruk, Jakarsta Sclatan, pada har Minggu
tangpal 25 Mel 2003, sekitar jam 10 pagi, dengan Mahar berupa seperangkat
alat cholat tunai;

Q. Peristiwa akad nikah itu disaksikan oleh mirdmal dua orang saksi, laki-laki,
% dewasa, dan cakap bertindak hukum, yaitu H. MUHAMMAD HADI bin

ABDULLAH dan ABDUL HALIM bin ISHAK;

Menimbang, bahwa berdasar faktafakts tersebat maka Majlis verpendapat
bahwa pernikahan yang dilakuken oleh Pemohon dengen seorang laki-laki
barpama MIKE TRAMP bin OLE TRAMPENIU feish memenuld rukun dan
syarat-gyarat perkawinan sebagai tersebut dalam Pasal 14 sampal dengan Pasal 30
Kompilasi Hukum Islam. Oleh karema itz pernikaban tersebut DAPAT
DINYATAKAN SAH menurut hakum Jslam, dan telah sefalan dengan ketentuan
Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tabun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi
Hukum Islany ~-

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakuban oleh Pemohon dengan
MIKE TRAMP bin OQLE TRAMPENIU, Warga Negara Denmark adslah
mempaken perkawinan Campuran. Dan oleh karena perkawinan  tersebut
dilakrukan di Negara Incdlonesia, maka berdasar ketentuan Pasal 52 ayat (2} Undang-
unéang‘ MNomor 1 Tabun 1974 perkawinan tersebut harus dilakukan menurut
Undang-undang Perkawinan Indonesia;
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Menimbang, bahwa untuk mernenubi ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang-
urddang Nomor : 1 Tahun 1974, Pemohon telinh Inenyampaikan bukti P-3, yang berupa
Surat Kelerangan Tentang Keabsahan Untuk Menikah atas nama Tr MIKE TRAMP,
tertanggal 10 Jamari 2007 yang dikelunrkan oleh Kedwtann Dermark di jakatn; —

Meximbang, bahwa untuk me;‘tjamin ketertiban pelaksanann perkavwinan
bagi nusyarakat pada uﬂmnmzz}:a, maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undzmg«
andang Nomor © 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kowpilasi Hukum Islam. maka seitap
perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Oleh
Karena itu Maflis memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan
perkawinar fersebuf yang sesupi buk P.1 yaitu képada Pegawai Pencatat Nikah
di Kantor Urasan Agm Kecmiatu Pasar Minggu, jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka permohonan Pemohon agar distbatkan / ditetapkan Sahnya
perkawinan Pemohon dengan MIKE TRAMP bin OLE TRAMPENIU, yang
beslangsung pada hari Minggu, tangeal 25 Mei 2003, dengan Wali Nikah ayah
kandung Pemohon, dan dengan maskawin seperangkat alat Sl‘!:{ﬁili, sepammya
Aapat dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarian ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
dang Nomor : 3 Tabun 2006 Tentang Perubaban Undang-undang Nomor @ 7
“abun 1989, maka binyn perkara ini dibebankan oleh Pemohon; '

Mengingatl sepala peraturan perundangan dan Hukam Islam yang

erkaitan dengan perkara ind; -

MENGADILI
Mengabuikan permehdnan Pernohon; v -
Menyatakan sah perkawinan Pemohon KHEADIE AZHARY alinag AYU

ALFIAKI bin 1. ABTULLAIL dengan MIKE Bin OLE TREAMPBEINIU
yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2003, defigan wali ayah Pemohon dan
dengen mas Kawin berupa seperangkat alat giolat tunai;

Memerintahkan Repada Pamonon un
kepacla Pegawai Pencatar Nikah :
Mingge, Jakerta Selatan gupa dicgtot dalam buku skia Nikak; —-—

segera melaporkan perkawinmuya
tor Urnusan Agama Kecamatan Pasar

Membebankan kepada FPemplion untnik memibayar bisya perkara ini sebesar
Rp. 215.000,- {(dua ratus — ’71
S 7
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Demikian penctapan ini djatuhkan di Pengadiln Agama Jakarta

Selatan, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2007 M, yang bertepatan dengan

tanggal 2 Shaffar 1428 H, oleh karni Drs. A. CHOIRI SH, MH., selaku Ketua Mailis,
MUHAIMIN AM, SH., dan Drs. H. MUH, ABDUH SULAEMAN, SH, MH,, masing-

masing selaka Hakim Angpota seta didampingi cleh AKHMAD SAHID, SH, sebagai

" Panitera Pengganti yang pada hari itu juga diucapkan pada sidang yang terbuka
untuk umizm dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukumnya;
Hakim Anggota, :

Panfiera Pengganti,

{

hY /1, ’
' SR -
Drs, H. ABDUH SULAEMAN, SH, MH. AXHMALD SAHID, S, -

Perincian biaya

1. Adminustrasi Rp.  50.000,-
2, Proses Rp.  159.000,-
3.  Materai Rp. 6.000 -

Jumlah Rp. 215.009,-
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